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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat,
nikmat, dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis BAPPERIDA
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 — 2029 ini dapat disusun sesuai dengan
mekanisme yang telah ditentukan. Renstra BAPPERIDA Tahun 2025-2029
merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap
perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. BAPPERIDA merupakan Perangkat
Daerah yang mengampu Urusan Penunjang bidang Perencanaan dan fungsi
Penunjang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi
dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah. Keberadaan BAPPERIDA menjadi sangat
penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan
fungsinya dalam bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Pengkajian dan
Penerapan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami jajaran BAPPERIDA Kabupaten
Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional
terhadap hasil dari Renstra BAPPERIDA Kabupaten Temanggung Tahun 2025 —
2029, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan
target yang diharapkan, agar di kemudian hari dapat menyusun perencanaan
yang lebih baik. Selain itu, kami juga menyadari bahwa penyusunan dokumen
ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh

karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan.

Dr.HEN
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun
2025-2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-
masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi
pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai
alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai
dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi
setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan
yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. BAPPERIDA
merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Penunjang
bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan,
pengkajian dan Penerapan , serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi
di Daerah. Keberadaan BAPPERIDA menjadi sangat penting dalam
mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan
fungsinya dalam bidang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian,
Pengembangan, pengkajian dan Penerapan , serta Invensi dan Inovasi
yang terintegrasi di Daerah. Pembangunan di bidang Perencanaan dan
fungsi Penunjang Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan
Penerapan , serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di Daerah
bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
mendukung pembangunan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat
dan kesejahteraan masyarakat .

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam

beberapa tahap sebagai berikut:
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Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin
kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara
rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta
mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga
menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian
pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator
kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen
ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam
mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,
dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah
kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang
didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029,
RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun

2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai

berikut:

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

I-3



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2024-2044;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung
Tahun 2024-2044;
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045;

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2025-2029;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung;

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah.
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1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra BAPPERIDA tahun

2025-2029 adalah sebagai berikut :
1. Maksud disusunnya Renstra BAPPERIDA adalah berikut :

a.

Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke
dalam arah kebijakan pembangunan urusan Penunjang
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan
dengan urusan masing-masing perangkat daerah).
Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat
daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-
2029.

Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan
antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah

(RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD).

. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja
berbasis indikator dan target yang terukur.

Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan
tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran),
serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja

perangkat daerah.

2. Tujuan disusunnya Renstra BAPPERIDA adalah :

a.

Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang
sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh
(nama perangkat daerah) sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi.

Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam
rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat
perangkat daerah.

Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat
daerah .

Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan
akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola

pemerintahan daerah yang baik (good governance).
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1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BAPPERIDA adalah sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat:

1.

BAB 1I

Latar Belakang
Latar belakang penyusunan renstra BAPPERIDA tahun
2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari
disusunnya Renstra BAPPERIDA tahun 2025-2029 dan
dilengkpai definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis
renstra perangkat daerah
Dasar Hukum Penyusunan
Berisi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam
penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029,
serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk
hukum.
Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra
perangkat daerah tahun 2025-2029
Sistematika Penulisan
Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian
ringkas tentang masing-masing bab
Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis
Perangkat Daerah
Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling
sedikit memuat :
a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
b. Sumber daya perangkat daerah
c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian
SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok
sasaran layanannya adalah perangkat daerah)
Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai
dengan kondisi daerah, seperti :
a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan

(apabila ada)
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b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat

daerah (apabila ada)

c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab

perangkat daerah (apabila ada)

2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah

paling sedikit memuat:
a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan

b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat :

1.
2.
3.

Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029
Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan

dan sasaran renstra perangkat daerah tahun 2025-2029

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan

Bidang Urusan

1.
2.
3.

Uraian program

Uraian kegiatan

Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target, dan
pagu indikatif

Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program
prioritas pembangunan daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra
PD tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja utama (IKU)
perangkat daerah

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah tahun 2025-2029 melalui indicator kinerja kunci

(IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial,

kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan

evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan
dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Berdasarkan Peraturan, BAPPERIDA Kabupaten Temanggung
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan fungsi
penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan
penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah,
sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Badan
Badan bertugas membantu dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi
penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan
penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan berfungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang
perencanaan  ekonomi, sumber daya alam dan
insfrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia
dan pemerintahan, serta bidang rist dan inovasi daerah;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan
informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan

ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang



perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan,
serta bidang riset dan inovasi daerah;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan,
evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang
perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur,
bidang perencanaan pembangunan manusia dan
pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan,
evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang
perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur,
bidang  perencanaan pembangunan manusia dan
pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;

e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan
fungsi kesekretariatan Badan; dan

f.  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh wunit organiasai di

lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Sekretraiat

melaksanakan fungsi :

a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;

b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan
kegiatan di lingkungan Badan;

c. penyiapan pembinaan dan = pemberian dukungan
administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,
kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan
Badan;

d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi

dan tata laksana di lingkungan Badan;
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e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian
intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan
dokumentasi;

f.  penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan
pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;

g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang
keuangan.

Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum
dan kepegawaian.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan

Daerah
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah,
penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan,
verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil
pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana
pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan

Daerah mempunyai fungsi:

a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan
pendanaan pembangunan daerah;

b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

c. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi
pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program
pembangunan di daerah;

€. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan,

pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
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f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;

g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan
daerah;

h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah;

i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan
pembangunan;

j- menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan
daerah;

k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan
elektronik sebagai bahan dokumentasi;

l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

0. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah; dan

p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan

Infrastruktur

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam
dan infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang

Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

mempunyai fungsi:

I1-4



a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;

b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat
Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang meliputi RPJPD,
RPJMD dan RKPD;

d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD;

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
untuk prioritas nasional,

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama
kerjasama antar Daerah;

j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan

pemerintahan. Dalam melaksananakan tugas tersebut, Bidang

Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

mempunyai fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;

b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat
daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang meliputi RPJPD,

RPJMD dan RKPD;
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d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD

f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah;

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi
kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;

h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan puat
untuk prioritas nasional;

i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama
kerjasama antar Daerah;

j- mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian,
dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Riset dan Inovasi

Daerah mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan
penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta
invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan
kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai
landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala
bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan
dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan
penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang
berpedoman pada nilai Pancasila;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang
riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan

dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan,
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pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di
Daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan
inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan
teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan,
pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di
Daerah;

e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan,
penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan
inovasi di Daerah;

f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan
pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan
teknologi di Daerah;

g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat berbasis peneitian, pengembangan, pengkajian
dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya
di Daerah;

h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

i. melaksanakan administrasi penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi Daerah;
dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanana

fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan.

2.1.3.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan,
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Riset dan Inovasi Daerah. Berikut gambar struktur organisasi

BAPPERIDA:

KEPALA

1
Sekretariat
I
I 1
Subbagi
Subbagian ubbaglan
Umum dan
Keuangan .
Kepegawaian
. Bidang Perencanaan Bidang Perencanaan
Bidang Perencanaan, . . .
. . Ekonomi, Sumber Pembangunan Bidang Riset dan
Evaluasi dan Informasi] . .
Daya Alam dan Manusia dan Inovasi Daerah
Pembangunan Daerah e .
Infrastruktur Pemerintahan
Jabatan Fungsional dan
Jabatan Pelaksana
Gambar 2.1

Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Temanggung

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan yang terkandung dalam diri
manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang
adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta
seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang
religius, nyaman, dan sejahtera. Perangkat Daerah didukung oleh
aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS)
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Kualifikasi
dan kompetensi pegawai menjadi faktor penting dalam menentukan
kinerja organisasi. Jumlah, jenjang pendidikan, dan sebaran jabatan
pegawai pada Bappeda disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata Laksana Tahun 2025

KUALIFIKASI PENDIDIKAN GOLONGAN/PANGKAT PENDIDIKAN
(reRaRiR) y GPELATIHAN,
NAMA S )
JABATAN (SESU 1 PI | PI PI
Al PERDA)**%*) SL | D D D S S PIM
TA 1 2 3 / 2 3 I 1I III v M M I M
D I II v
4
KEPALA BADAN 1 1
SEKRETARIS 1 1
KASUBAG UMUM
DAN 1 1
KEPEGAWAIAN
KASUBAG
KEUANGAN 1 1
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NAMA
JABATAN (SESU
Al PERDA)**¥*)

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

(TERAKHIR)*)

GOLONGAN/PANGKAT

*)

PENDIDIKAN
PELATIHAN
STRUKTURAL*)

SL
TA

D|D | D
1

N
(M)
AONR®W

III

IV

PI | PI PI
M| M| ™
I II v

KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
INFORMASI
PEMBANGUNAN
DAERAH

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN
EKONOMI,
SUMBER DAYA
ALAM DAN
INFRASTRUKTUR

KEPALA BIDANG
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN
PEMERINTAHAN

NON ESELON

Perencana Ahli
Madya

Perencana Ahli
Muda

ANALIS
KEBIJAKAN AHLI
MUDA

Analis
Perencanaan

Perencana Ahli
Pertama

11

PRANATA
KOMPUTER
MAHIR

Pengelola Program
dan Kegiatan

Pengelola Data

Bendahara

Verifikator
Keuangan

Pengelola
Keuangan

Pengadministrasi
Umum

Pramu Bakti

Sumber : Aplikasi Simpeg Bappeda Tahun 2025
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2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi BAPPERIDA diperlukan
ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai
kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana
digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau
administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi
kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya
manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program
dan kegiatan BAPPERIDA.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja

Bappeda dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Aset dan Modal Penunjang Kinerja Tahun 2025

No. URAIAN Jumlah Nilai Aset Keterangan
1 Tanah Bangunan Kantor 1 Unit 62.503.808
Pemerintah
2 Bangunan Gedung 2 Unit | 7.093.292.674 | Kondisi Rusak
Kantor Permanen Ringan
3 Bangunan Gedung 1 Unit | 3.531.033.400
Kantor Permanen
4 Bangunan Olah Raga 1 Unit 188.754.983
Terbuka Permanen
5 Gedung Pos Jaga 1 Unit 58.448.690
Permanen
6 Taman Permanen 1 Unit 58.900.000
7 Stationary Generating 3 Unit 253.570.000 | 2 Rusak Ringan
Set 1 Rusak Berat
8 Mini Bus ( 8 Unit | 1.420.067.100 | 3 Baik
Penumpang 14 Orang 4 Rusak Ringan
Kebawah ) 1 Rusak Berat
9 Sepeda Motor 20 Unit 269.593.800 | 6 Baik
14 Rusak Ringan
10 Meja Dorong Saji/Trolley 1 Unit 975.000 | Baik
Saji
11 Scafolding Set 4 Unit 3.487.175 | Rusak Ringan
12 Global Positioning 2 Unit 23.750.000 | Baik
System
13 Mesin Ketik Manual 7 Unit 8.544.00 | 1 Rusak Ringan
Standard (14-16 Inci) 6 Rusak Berat
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No. URAIAN Jumlah Nilai Aset Keterangan
14 Mesin Ketik Manual 1 Unit 2.497.000 | 1 Rusak Berat
Langewagon (18-
27 Inci)
15 Lemari Besi/Metal 4 Unit 8.000.000 | Baik
16 Lemari Kayu 20 Unit 26.300.000 | Baik
17 Rak Besi 1 Unit 1.980.000 | Baik
18 Rak Kayu 21 Unit 45.167.500 | 2 Baik
19 Rusak Berat
19 Filing Cabinet Besi 38 Unit 55.235.000 | Baik
20 Brandkas 1 Unit 9.570.000 | Rusak Berat
21 Lemari Kaca 3 Unit 8.400.000 | Baik
22 CCTV 5 Unit 16137000 | Baik
23 White Board 2 Unit 2.200.000 | Baik
24 Peta 1 Unit 157.424.896 | Baik
25 Alat Penghancur Kertas 1 Unit 2.791.800 | Baik
26 LCD Projector/Infocus 16 Unit 171.802.395 | 8 Baik
6 Rusak Ringan
2 Rusak Berat
27 Focusing Screen/Layar 2 Unit 2.700.000 | Baik
LCD Projector
28 Meja Kerja Kayu 24 Unit 62.780.000 | Baik
29 Kursi Besi/Metal 13 Unit 16.940.000 | Baik
30 Kursi Kayu 39 Unit 48.500. | Rusak Berat
000
31 Meja Tambahan 1 Unit 5.000.0 | Rusak Berat
00
32 Meja Panjang 1 Unit 3.500.000 | Baik
33 Kursi Rapat 48 Unit 110.245.900 | Baik
34 Kursi Tamu 1 Unit 4.999.500 | Baik
35 Kursi Biasa 44 Unit 40.205.000 | 14 Baik
10 Rusak Ringan
10 Rusak Berat
36 Meja Komputer 9 Unit 8.910.000 | 4 Baik
5 Rusak Berat
37 Mesin Penghisap 3 Unit 11.884.920 | Rusak Ringan
Debu/Vacuum Cleaner
38 Mesin Pemotong Rumput 4 Unit 12.734.720 | 1 Baik

2 Rusak Ringan
1 Rusak Berat
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No. URAIAN Jumlah Nilai Aset Keterangan
39 Lemari Es 4 Unit 9.075.000 | Baik
40 A.C. Split 40 Unit 224.114.042 | 15 Baik 14 Rusak
Ringan 11 Rusak
Berat
41 Kipas Angin 2 Unit 1.997.500 | 2 Rusak Berat
42 Kompor Gas (Alat Dapur) 2 Unit 1.100.000 | 1 Rusak Ringan 1
Rusak Berat
43 Blender 1 Unit 1.070.000 | Rusak Berat
44 Televisi 6 Unit 24.859.300 | 2 Baik 3 Rusak
Ringan 1 Rusak
Berat
45 Loudspeaker 2 Unit 1.375.000 | Rusak Berat
46 Sound System S Unit 72.455.500 | Baik
47 Unit Power Supply 1 Unit 3.500.000 | Rusak Berat
48 Tiang Bendera 1 Unit 5.022.628 | Rusak Ringan
49 Tangga Aluminium 1 Unit 1.800.000 | Rusak Ringan
50 Dispenser 1 Unit 999.000 | Rusak Ringan
51 Mimbar/Podium 2 Unit 10.491.500 | Baik
52 Handy Cam 2 Unit 22.000.525 | Rusak Berat
53 Gordyin/Kray 9 Unit 24.876.000 | Baik
54 Lampu 45 Unit 91.465.000 | 25 Baik 10 Rusak
Ringan 10 Rusak
Berat
55 Alat Pemadam /Portable 15 Unit 35.750.000 | Baik
56 Meja Kerja Pegawai Non 52 Unit 115.050.000 | Baik
Struktural
S7 Meja Rapat Pejabat 40 Unit 50.000.000 | Baik
Eselon II
58 Meja Tamu Biasa 15 Unit 70.992.200 | 11 Baik
4 Rusak Berat
59 Kursi Rapat Ruangan 40 Unit 42.000.000 | Baik
Rapat Pejabat Eselon II
60 Lemari Buku Arsip 3 Unit 5.062.500 | Baik
Untuk Arsip Dinamis
61 Uninterruptible Power 1 Unit 1.500.000 | Rusak Berat
Supply (UPS)
62 Photo Tustel 5 Unit 39.930.000 | 1 Baik
4 Rusak Berat
63 Camera Digital 4 Unit 8.240.360 | Baik
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No. URAIAN Jumlah Nilai Aset Keterangan
64 Video Conference 2 Unit 30.439.000 | Baik
65 LCD Monitor 11 Unit 102.885.000 | 7 Baik
2 Rusak Ringan
2 Rusak Berat
66 Kamera Udara 1 Unit 62.190.000 | Rusak Berat
67 Pesawat Telephone 11 Unit 22.000.000 | Baik
68 Telephone Mobile 1 Unit 14.550.000 | Baik
69 Handy Talky (HT) S Unit 6.556.000 | Rusak Berat
70 Antena All Band 1 Unit 1.561.700 | Baik
71 Tensimeter 1 Unit 1.477.900 | Baik
72 Clinical Thermometer 2 Unit 2.583.500 | Rusak Berat
(Alat Kedokteran Umum)
73 PH Meter (Alat 1 Unit 6.386.000 | Rusak Berat
Laboratorium Umum)
74 Peralatan Pencampur 1 Unit 18.179.000 | Baik
Kompos & Bio Stabilizer
75 TV Monitor 1 Unit 7.447.000 | Baik
76 Microwave Oven 1 Unit 1.292.500 | Baik
77 Sterilizer (Alat 1 Unit 594.000 | Rusak Berat
Laboratorium
Proses/teknik Kimia)
78 Kamera Digital 1 Unit 7.502.000 | Rusak Berat
79 P.C Unit 44 Unit 228.197.003 | 23 Baik 3 Rusak
Ringan 18 Rusak
Berat
80 Lap Top 35 Unit 343.674.250 | 22 Baik 3 Rusak
Ringan 10 Rusak
Berat
81 Note Book 8 Unit 69.154.300 | Baik
82 Tablet PC 1 Unit | 13.750.000,00 | Baik
83 Scanner (Peralatan Mini 1 Unit 1.474.000 | 1 Baik
Komputer)
84 Monitor 2 Unit 104.400.000 | Baik
85 Printer (Peralatan 59 Unit 143.113.373 | 35 Baik 4 Rusak
Personal Ringan 20 Rusak
Komputer) Berat
86 Scanner (Peralatan 4 Unit 14.905.000 | 2 Baik 2 Rusak
Personal Komputer) Ringan
87 External/ Portable 3 Unit 3.850.000 | 3 Baik

Hardisk
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No. URAIAN Jumlah Nilai Aset Keterangan

88 Closed Circuit Television 1 Unit 20.460.000 | Baik
(CCTV)

Sumber : Aplikasi Simbada

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, BAPPERIDA
telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka
memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan
pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian
kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai
keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah

kebijakan Renstra 2025-2029.

2.1.3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2.3
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Capaian
No Keterangan
SPM 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
(1) @) 3) ) (5 (6) (7) (8)
NIHIL
Sumber : RPJMD Kab.Temanggung Tahun 2019-2023 dan RPD Kab.Temanggung Tahun
2024-2026

Bappeda tidak melaksanakan pelayanan dasar sebagaimana
perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pelayanan
dasar, sehingga Bappeda tidak terkait/melakukan indikator STandar
Pelayanan Minimal (SPM).

2.1.3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 - 2024

Capaian
No | Indikator Kinerja Utama Keterangan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Indeks Perencanaan n.a 100 100 100 100
Pembangunan Daerah
2 | Persentase Ketercapaian 100 100 100 100 100
Kinerja Pembangunan
Daerah
3 | Manajemen Risiko Indeks 100 100 100 100 100
4 | Indeks Inovasi Daerah 100 75 100 100 100

Sumber : IKPD BAPPEDA Tahun 2024
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Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di
suatu daerah dengan orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas
perencanaan pembangunan daerah. Capaian kinerja Indeks
Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) tahun 2024 masih sama
dengan capaian kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 100%, menunjukkan
bahwa kinerja perencanaan pembangunna daerah telah mencapai
target maksimal yang ditetapkan dan berhasil dipertahankan secara
konsisten dalam kurun waktu tersebut.

Capaian Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah
pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 masih stagnan yaitu
100%, mengindikasikan bahwa seluruh target kinerja pembangunan
daerah yang telah ditetapkan dalam periode tersebut berhasil dicapai
secara penuh.

Indikator Manajemen risiko indeks merupakan indikator baru
yang tertuang dalam perubahan. Capaian kinerja Manajemen risiko
indeks pada tahun 2021 sampai dengan 2024 masih stagnan yaitu
100%, hal tersebut berarti pemerintah daerah mampu memenuhi
seluruh aspek yang diukur dalam indikator manajemen risiko sesuai
standar yang ditetapkan sejak awal penerapannya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi capaian
tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kriteria
penilaian berbeda dengan tahun sebelumnya dan perlu upaya
peningkatan inovasi daerah. Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun
2020 dengan melakukan pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variabel dan indikator
Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementrian Dalam Negeri dengan kategori sangat
inovatif, inovatif, kurang inovatif dan tidak dapat dinilai, kriteria
penilaian menggunakan skor :

e 1001 keatas : sangat inovatif
e 501 - 1000 : inovatif
e 1-500 : kurang inovatif
e Belum mengisi data = Tidak ada data
Sedangkan penilaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota Tahun 2021 adalah laporan informasi data
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inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah
yang telah divalidasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementrian Dalam Negeri dan melalui proses Penjaminan Mutu oleh
unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM)
Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-
Centered Innovation and Technology (SMRT CITY) Universitas
Indonesia, dengan kategori sanagt inovatif, inovatif, kurang inovatif
dan tidak dapat dinilai. Kriteria penilaian menggunakan skor :
e 60,00 - 100: sangat inovatif
e 30,05 - 59,99: inovatif
e 0,01 -29,99: kurang inovatif
e 0 :tidak dapat dinilai
Capaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 masih sama dengan
capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 100%, yang berarti target

pada Renstra telah tercapai.

2.1.3.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bappeda Kabupaten Temanggung
Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Capaian Kinerja
No . Keterangan
Kunci 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
NIHIL

Sumber : RPD Kab.Temanggung Tahun 2024-2026

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,
BAPPERIDA memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok
sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-
pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program,
kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan BAPPERIDA adalah
sebagai berikut:
1. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

a. Perangkat Daerah

b. Instansi Pemerintah
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2. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

a. Krenova Masyarakat

b. Krenova Perangkat Daerah

c. Krenova Pelajar

d. Krenova ASN

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BAPPERIDA
Kabupaten Temanggung juga menjalin koordinasi dengan stakeholder
terkait seperti akademisi, TJSLP, Lembaga Non Pemerintah,Media,
LPM, Lembaga Penelitian, Magang, PKL dan lain-lain.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan
berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan
untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan
yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana akan

digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja
pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah
permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan
publik oleh BAPPERIDA antara lain:

1. Belum optimalnya ketercapaian kinerja Pembangunan daerah.
Kinerja pembangunan yang kurang optimal seringkali dimulai dari
perencanaan yang tidak berbasis pada data yang akurat dan
relevan. Tanpa data yang valid, prioritas pembangunan menjadi
kabur dan tidak terfokus pada kebutuhan riil masyarakat. Data
yang kurang update menjadi faktor penting dalam ketercapaian
kinerja.

2. Infrastruktur dan fasilitas riset yang terbatas dan jumlah SDM riset
dan inovasi yang terbatas sehingga hal tersebut dapat
mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil riset dan inovasi.
Pemanfaatan hasil riset dan inovasi di Kabupaten Temanggung

belum sepenuhnya mewarnai perumusan kebijakan dan
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perencanaan pembangunan dikarenakan pemanfaatan hasil dan
inovasi membutuhkan inkubasi yang berkelanjutan serta belum
optimal Dalam  pembangunan daerah  penelitian dan
pengembangan sangat penting untuk melihat kebutuhan, potensi
serta menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan dalam berbagai
sektor. Penelitian dan pengembangan harus terus berkembang
seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan kemajuan
teknologi.

3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam
mendukung kualitas tata Kelola pemerintahan;
Akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal karena
rendahnya pemahaman, kapasitas SDM terbatas, dan indikator
kinerja yang kurang tepat. Hal ini menyebabkan nilai SAKIP
rendah, penggunaan anggaran tidak efektif, dan pelayanan publik
kurang maksimal. Perlu penguatan kapasitas, indikator berbasis
hasil, dan integrasi sistem untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan

4. Belum otimalnya dokumen perencanaan dalam mendukung
akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras
dengan dokumen perencanaan tingkat provinsi maupun
kementerian/ lembaga ditingkat nasional. Dokumen perencanaan
sektoral belum optimal dalam mendukung perencanaan
pembangunan untuk akuntabilitas pemerintahan yang lebih baik.

5. Tata kelola riset dan penelitian masih belum optimal karena
kurangnya regulasi yang jelas, koordinasi antar lembaga yang
lemah, dan keterbatasan anggaran. Kapasitas SDM riset juga perlu
ditingkatkan, sementara hasil riset kurang dimanfaatkan dalam
kebijakan daerah. Penguatan regulasi, koordinasi, anggaran, dan
kapasitas SDM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas riset

dan pemanfaatannya.

2.2.2 Isu Strategis
Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan
utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan

sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat
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Daerah. Menyikapi

permasalahan pembangunan daerah yang

berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi

Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang

berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya

permasalahan yang dihadapi BAPPERIDA. Adapun isu strategis

tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2.6

Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah Isu KLHS Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan

yang Menjadi Permasalahan yang dengan PD Isu Strategis

Kewe;n;ngan PD d?:;;;a;}) Global Nasional Regional PD

(1) 2) (3) (4) (5 (6) (7)

1. Pemanfaatan 1. Belum Belum Peningkatan | Tata Kelola | Tata Kelola | 1.Riset
teknologi dan optimalnya Optimalnya Kapasitas dan pemerintahan Pembangunan
informasi ketercapaian Tata Kelola | Keuangan Akuntabilitas | yang dinamis Daerah
merupakan kinerja Pemerintahan Daerah dan | Pemerintah 2.Inovasi Daerah
komponen pembangunan | dan Keuangan | Sistem 3. Kualitas
penting dalam daerah yang Akuntabilitas Perencanaan
peningkatan 2. Infrastruktur Akuntabel Kinerja Pembangunan
layanan publik dan fasilitas Pemerintah Daerah
serta riset yang 4. Kualitas
mewujudkan terbatas dan layanan
pemerintahan jumlah SDM BAPPERIDA
yang  efektif, riset dan Akuntabilitas
efisien, dan inovasi yang Kinerja Bappeda
transparan terbatas

2. Partisipasi 3. Pemanfaatan
masyarakat hasil riset dan
dalam proses inovasi di
pengambilan Kabupaten
keputusan Temanggung
dan belum
perencanaan sepenuhnya
kebijakan mewarnai
membantu perumusan
menciptakan kebijakan dan
kebijakan perencanaan
yang lebih Pembangunan
merepresentas | 4. Masih adanya
ikan ketidaksesuai
kebutuhan an dokumen
dan harapan perencanaan
masyarakat dan

penganggaran
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BAPPERIDA Kabupaten

Temanggung Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang
ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran
yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada
penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran
ketercapaian tujuan BAPPERIDA diperlukan sejumlah sasaran yang
menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029.
Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator
kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan
kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) BAPPERIDA.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Perangkat Daerah

SASARAN ARAHKEBUAKAN [ |su STRATEGIS
RPIMD NSPK RPIMD B spaili
J Lingkungan dinamis
V“o““‘ %, Q Potensi
Memperhatikan ‘H’& Ry Operasional
J Rangkaian kerja
TUIUAN : ARAH  yang merupakan
Meacst KEBIJAKAN  operasionalisasi
NSPK
Cascoding
Serasifselaras
SASARAN miciaz STRATEGI Mempertimbangkan
J Tahapan
Cascoding o Fokus
{0 PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN PD
A
OUTCOME —®*__ OUTPUT

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

II1-1



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Perangkat Daerah

—---------n‘—o.-—-----------------——u--*------—

RENSTRA .

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025
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Tabel 3.3III
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
{01) i0z) (03] {04) (03} {08) {07) (s {09 (10) {1 i1z
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
= Teraujudnya peningiatan | Meningkalrya Kualitas Indeks perencanaan 4.5 81,00 B2.30 B340 84 80 B5,B0 B7.00
Eualitas infrastrukiur wilaysh | Perencanaan Pembangunan, pembangunan dagrah
dan konekiivitas antar Riset dan Incvasi Daerah {Angia)
wilayah yang merata gura
mendukung aklivilas ekonomi
dan layanan publik
Indeks Incvasi Daerah (Miai) | 72,42 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 7550
Meningkatnya Kualitas Hilai Perencaraan Kinerja . 21,20 21,30 21,40 21,50 21,60 21,70
Perencanaan, Pengendalian | SAKIP | Nilai)
dan Evaluasi Pembangunan
Caerah
Hilai Capaian Kinerja . 85 &7 &l o ix} a5
Pembanguran Caerah | Milai)
Manaemen Risiko Indeks 3,002 3,005 3m 3ms 3,02 3,025 3,03
(MRI) {Indeks)
Meningkatnya peran rised dan] Kapabililas [novasi (Angka) | 2,55 26 285 27 275 28 285
inovasi dalam pembangunan
daerah
Maningkatnya Kualitas Tata | Milai IKM Perangial Dearah BB2E B, 28 BA.30 8832 AR, 34 BE.3E
Kelala Perangkal Diaerah {Aungla)
dalam Pelayanan Public
Hilai AKIP Perangial Dmerah | - 83,85 B3,75 B3,85 83495 B4,05 84,15
{Anglca)

Ket : Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun
2024 sebagai baselinegr
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3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh
BAPPERIDA dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai
tujuan serta sasaran strategis selama periode Renstra Tahun 2025-
2029. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun
kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih
operasional. Adapun Strategi BAPPERIDA tahun 2025-2029 adalah

sebagai berikut:
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Tabel 3.4

Pentahapan Renstra BAPPERIDA

Tahap I
(2026)

Tahap II
(2027)

Tahap III
(2028)

Tahap IV
(2029)

Tahap V
(2030)

Penguatan pondasi
pengelolaan riset daerah
melalui regulasi, SDM dan
kelembagaan

Penguatan database dan
digitalisasi informasi riset
daerah

Penguatan sinergi dan
kolaborasi penyelenggaraan
riset dengan perguruan
tinggi, lembaga litbang, dan
industri

Peningkatan pemanfaatan
dan hilirisasi hasil riset

Penguatan budaya dan
ekosistem riset yang
kolaboratif

Penguatan pondasi
pengelolaan inovasi daerah
melalui regulasi, SDM dan
kelembagaan

Penguatan database dan
digitalisasi informasi inovasi
daerah

Penguatan sinergi dan
kolaborasi pengembangan
inovasi dengan perguruan
tinggi, lembaga litbang, dan
industri

Peningkatan hilirisasi dan
komersialisasi inovasi

Penguatan budaya dan
ekosistem inovasi yang
kolaboratif

1. Penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah yang
sesuai ketentuan

2. Fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan
perangkat daerah

3. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan
daerah

1. Penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah yang
sesuai ketentuan

2. Fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan
perangkat daerah

3. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan
daerah

1. Penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
yang sesuai ketentuan

2. Fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan
perangkat daerah

3. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan
pembangunan daerah

1. Penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
yang sesuai ketentuan

2. Fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan
perangkat daerah

3. Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah

1. Penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
yang sesuai ketentuan

2. Fasilitasi penyusunan
dokumen perencanaan
perangkat daerah

3. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan
pembangunan daerah

Penataan internal

1. evaluasi terhadap
pelayanan dan kinerja

2. penataan SOP

Digitalisasi dasar

1. Optimaslisasi SIPD

2. penerapan pelayanan
digital

Integrasi dan kolaborasi

1. integrasi lintas sektor dan
PD

2. penguatan kemintraan

Inovasi layanan

Tanformasi layanan dari
media konvensional
menjadi media digital
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Tahap 1 Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V
(2026) (2027) (2028) (2029) (2030)
3. Penguatan SDM:pelatihan 3. pembukaan dsbord kinerja
perencanaan dan program bappeda ke publik
pelayanan publik
Penguatan dasar teknis dan | Penyeragaman dokumen dan | Memastikan kebermanfaatan | Peningkatan kualitas | Memastikan keberlanjutan

penyelarasan internal :

1. Menyusun pedoman teknis
internal penyusunan
dokumen kinerja (Renstra,
Renja, PK, Rencana Aksi,
SKP, LKjIP) sesuai prinsip
SAKIP dan cascading.

2. Membentuk Tim Penjamin
Kualitas Kinerja dan SOP
review LKjIP internal.

3. Meningkatkan keterlibatan
pimpinan dalam
pembahasan dan reviu
kinerja.

4. Melakukan pelatihan
penyusunan LKjIP
berkualitas untuk seluruh
pejabat
fungsional/perencana.

peningkatan

system :

1. Mengembangkan format
LKjIP yang memenuhi
seluruh unsur sistematika
dan kualitas pelaporan
kinerja sesuai Peraturan
Menteri PAN-RB.

2. Menyusun glosarium
indikator kinerja dan
definisi operasional untuk
menghindari perbedaan
tafsir.

3. Mengembangkan
dashboard pemantauan
capaian indikator kinerja
strategis Bappeda.

4. Memastikan seluruh
dokumen perencanaan dan
pelaporan diunggah tepat
waktu ke website PPID.

keterpaduan

laporan kinerja sebagai alat

perbaikan :

1. Menyusun template reviu
berjenjang untuk
pelaporan kinerja
internal.

2. Membuat mekanisme
korelasi antara capaian
kinerja dan efisiensi
anggaran.

3. Meningkatkan kualitas
IKPD triwulanan agar
digunakan dalam
penyesuaian kegiatan
(Renja dan DPA).

4. Membangun budaya kerja
berbasis hasil melalui
forum evaluasi kinerja
triwulan.

LKjIP dengan pembanding

eksternal dan inovasi :

1. Menyusun benchmark
capaian kinerja dengan
perangkat daerah
sejenis di daerah lain
(misal, Bappeda
Kabupaten dengan
nilai AA).

2. Mengembangkan
format LKjIP yang
menyajikan
perbandingan dengan
standar
nasional/internasional

3. Mendorong inovasi
dalam pelaporan,
misalnya dalam
bentuk visualisasi
capaian kinerja,
infografik, dan
storytelling data.

dan replikasi praktik

terbaik :

1. Mengarsipkan dan
mendokumentasikan
seluruh prosedur baku
penyusunan dokumen
kinerja berkualitas.

2. Menyusun laporan
praktik baik (best
practices) pelaksanaan
akuntabilitas kinerja
Bappeda.
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Tahap I

(2026)

Tahap II
(2027)

Tahap III
(2028)

Tahap IV
(2029)

Tahap V
(2030)

4. Mengembangkan
sistem feedback
internal dari
stakeholder
BAPPERIDA atas

dokumen kinerja.
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3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk

langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran

strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program,

kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2025-2029.

Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan

nasional, prioritas pembangunan daerah,

serta dinamika sosial dan

kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan BAPPERIDA tahun 2025-
2029 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan Renstra BAPPERIDA

: lisasi
No. Operal\jlsc:;: 1sast Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra Ket
1. | BAPPERIDA 1. Peningkatan kapasitas 1. Peningkatan Kapasitas dan

Mempunyai tugas
membantu Bupati
dalam
melaksanakan
fungsi penunjang
urusan
pemerintahan di
bidang Perencanaan
dan Fungsi
Penunjang
Penelitian,
Pengembangan,
Pengkajian dan
Penerapan, serta
Invensi dan Inovasi
yang terintegrasi di
Daerah yang
menjadi kewenangan
daerah dan fungsi
Badan

dan kinerja birokrasi

a. Peningkatan
pengawasan dan
pengendalian
internal
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah

b. Peningkatan
akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah

Kinerja BAPPERIDA

a. Peningkatan sistem
pengendalian Intern
Perangkat Daerah

b. Peningkatan kualitas

perencanaan Pembangunan

daerah

e Perencanaan berbasis
kinerja

e Penguatan sistem

evaluasi dan monitoring

kinerja pembangunan
e Implementasi

Manajemen Risiko

dalam perencanaan

e Tata Kelola kelembagaan

dan layanan yang
transparan

e Pelaporan, pengendalian
dan pertanggungjawaban

kinerja

c. Peningkatan akuntabilitas

kinerja BAPPERIDA
d. Peningkatan kualitas dan

pemafaatan laporan kinerja

instansi pemerintah
e. Peningkatan monitoring

dan evaluasi kinerja secara

berkala

2. Peningkatan
Keterbukaan Informasi
Publik
a. Peningkatan tata

Kelola dan layanan
informasi public

2. Peningkatan kualitas
pelayanan BAPPERIDA
a. Peningkatan standar
pelayanan
e Digitalisasi
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No.

Operasionalisasi
NSPK

Arah Kebijakan RPJMD

Arah Kebijakan Renstra

Ket

3. Peningkatan kapasitas

dan kinerja pelayanan

public

a. Peningkatan inovasi
yang berdampak
pada pelayanan
public

b. Peningkatan sarana
dan prasarana
pendukung
pelayanan public

3. Peningkatan kapasitas dan

kinerja pelayanan BAPPERIDA

a. Pengembangan inovasi
daerah

Penyederhanaan proses
dan inovasi pelayanan
Penguatan ekosistem
riset dan inovasi
Optimalisasi peran
perangkat daerah dalam
mencipatakan dan
mengelola inovasi
Peningkatan kualitas
dan keberlanjutan
inovasi

b. Mewujudkan riset
Pembangunan daerah

Integrasi hasil riset
kedalam perencanaan
Pembangunan
Penguatan SDM dan
Kelembagaan

c. Peningkatan Kompetensi
SDM

Penguatan partisipasi
dan kepuasan
masyrarakat pelayanan
Penguatan pengawasan
dan pengaduan layanan
Penerapan Zona
Integrasi menuju WBK
dan WBBM
Peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan
Peningkatan kapasitas
SDM terkait pelayanan
prima

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah Renstra Perangkat

Daerah, terdapat beberapa masukan antara lain:

1) Perlu adanya kerjasama antara BAPPERIDA dengan TJSLP serta

KADIN dan HIPMI dalam rangka business matching untuk

pengembangan produk Temanggung. Dengan adanya business

matching diharapkan pengusaha di Temanggung dapat lebih

berkembang dan maju sehingga TJSLP dapat memberikan

kontribusi yang lebih baik untuk pembangunan Kabupaten

Temanggung.
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2) Keberlanjutan program Satu Perangkat Daerah Satu Desa
Dampingan.

3) Urusan riset dan inovasi menjadi tugas dari BAPPERIDA.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang sudah
ditetapkan maka dilakukan manajemen risiko yang menjadi lampiran
dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Tahapan penilaian risiko,
yaitu:

1) penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah;

2) identifikasi risiko dengn melihat proses bisnis dengan regulasi yang ada;
3) analisis risiko;

4) keguatan pengendalian;

5) informasi dan komunikasi; dan

06) pemantauan
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BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi
dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional
yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai

indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

TUPOKS! PD ° e

SASARAN
RPIMD AaEEREEYT

PROGRAM PD

KEGIATAN &
SUBKEGIATAN

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra
Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja
dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan BAPPERIDA

sebagaimana tabel 4.1.
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Program Perangkat Daerah

Tabel 4.1

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGHAT DAERAH
BIDANG URUSAN | PROGRAM /| ,unykator outcome [BASELINE| - gg¢ 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
QUTCOME 2024 JAWAB
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o1 {02) o3 (o4) {95) 15) {07} 108} (o) (] i) 12 13 (14) s
501 = PERENCANAAN 6864412 838 6.815.817.943 7025470711 T 228 630.414 7208086 631
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6.113.808 838 6.164. TBE.S30 6.263 800589 6452 742775 6.428 655 870
KABUPATEMKIOTA
Meningkainga akuntabdlitas kinerja :::ni‘i’:l:r‘?:.ikk:rﬂi::a.:mum Dinz=/Badan yang
keuangan, adminisirasi umum dan dan i X ) 100 100 100 6.113.808 838 100 6.164. TBE.530 100 6.263 800589 100 G452 742775 100 6428 655.870 | menangani Bidang
bepeven an jasa penunjang perangkat [O——
daerah (%)
50102 - PROGRAM PERENCAMNAAN,
PENGENDALIAN DAN EVAL LWSI 3500000000 350 245 000 355 113,406 361789538 362 042 730
PEMEANGUNAN DAERAH
Parsentase Keselarssan Dinas/Badan yang
""""gk“'"z ::':: PEFENEAMAE | parsncasan Pembangunan . . ] 350,000,000 az 350 245,000 94 356 113,406 o8 BH1 789 G3I8 o8 367 042.790 | menangani Bidang
pe gumn: Disa=rah (%) Parsncanaan
Parsentase dokumen Dinas/Badan yang
perencaraan parangkat 50 58 B0 85 L] 75 menargani Bidang
dasrah barbasis nsiko [Y) Parsncanaan
. Dinas/Badan yang
Prarseniass ketercapaian 0 75 a0 85 w o5 menangani Bidang
kirarja parangkal daerah (%) Plarsncanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI
DAN SINKRONISAZ] PERENCANAAN 400,604,000 400884 473 406 458 716 414008103 414.387.971
PEMEANGUNAN DAERAH
Meningkainya kualitas perencanaan :\erscrﬂaR:.E k = rad :::PE Dinas/Badan yang
pembangunan bidang pemerintaban "‘gﬂf'uh""’: pada fidang a5 ] 133,534,868 o 133 628 143 a3 135 485 572 o5 138.032.701 oA 138.129.323 | menargani Bidang
dan pambangunan manusia pemeniahan can Papsncanaan
pembanguran manusia (%)
Meningkainya kualitas perencanaan Parsentase kesslarasan RKPO Dinas/Badan yang
pembangunan bidang perekonomian dengan Renja pada bidang a5 Ba 133.534 868 " 133 .628.140 a3 135.485.572 a5 138.032.701 =) 138.129.524 | menangani Bidang
dan Sum bear daya Alam ekorami dan SDA (%) Parancanaan
Meningkainya kualtas perencaraan Persentase kesslarasan RKPL Dinas'Badan yang
pembangunan bidang infrastruktur dan | dengan Renja pada bidang a5 Ba 133.534 868 " 133 .628.140 a3 135.485.572 a5 138.032.701 =) 138.129.524 | menangani Bidang
kewilayahan irfrasirukbur (3} Papencanaan
505 = PEMELITIAN DAN
PENCEMBANGAN 260.000.000 260.182.000 263 788530 268 757.042 268.946.073
50502 - PROGRAM PENELITIAN DMMN
PENGEMBANGAN DAERAH 53.000.000 53037100 53 774316 54 TB5. 273 54 B3 E23
Meningkainya lasililes, pambinaan, Parsentase rekomendasi Dinss/Badan yang
bimbingan iskmis, dan supervisi ierkail | kebijakan pembangunan menangani Bidang
et e sengeayan | dacrah yane dtuangkon dsisr . 50 ] 53,000,000 T 53 047100 a0 53 774316 ol S4TES273 | 100 semzaERs | oo
dan penerapan di dasrah dokumen perencanaan (%) Pangembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN
|NDVAZ] DAERAH 207.000.000 207.144.900 210.024.214 213972680 4122450
. . Dinas/Badan yang
Meningkainya lasililasi, pembinaan, . P
bimbingan I=knis, dan supervisi lerkait E"""“‘."’" "“‘?‘.'"952“”“‘ 50 50 207.000.000 50 207.144.900 50 210,024 214 1] 213972680 0 214,122 450 E;"g”'a:'d““g
1 dan inovasi daerah ergan isu stralegis (36) gan Dan
e Pangembangan
Dinas/Badan yang
Parsentase inovasi yang 50 &0 70 a0 o 100 menargani Bidang

dimanfaatican {%]

Paneifan Dan
Pangembangan




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGHAT DAERAH
BIDANG URUSAN ! PROGRAM ! | \ynjcaToR ouTcoME |BASELINE| 5055 2026 2027 2028 2029 2030 PENANGGUNG
OUTCOME 2024 AWAE
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(o1 (02} (03} (0} {05) (08) (o7} (08} (05} (] (11} (13) (13) (14) (15)
TOTAL KESELURLIHAN TA244 13838 00 T1TELAL045 00 T2RGIE02L1 .00 T4OTIERASE OO T4TEOIITOL .00

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029
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Tabel

4.2

Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Rancangan Awal Renstra BAPPERIDA

|FﬂﬂGH‘AH I KEGIATAN /

NSPK DAN SASARAN
KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAM TUJUAMN SASARAN OUTCOME ouUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
{01) {02) 03] (04} {05) {06) {07}
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Tarwujudnya peningkatan Meningkatnya Kualitas Indeks perencanaan
kualitas infrastruktur wilayah | Perancanaan Pembangunan, pembangunan dasrah (Anghka)

dan konektivitas antar wilayah
yang merata guna mendukung
akiivitas ekonomi dan layanan
pubdik

Rizet dan Inovasi Daerah

Indeks Inowvasi Daerah (Milai)

Daerah

Meningkatnya Kualitas.
Perancanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan

Milai Perencanaan Kinerja
SAKIP (Milai)

Milai Capaian Kinerja
Pembangunan Daerah (Milai)

Manajemen Risiko Indeks
(MR} {Indeks)

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja keuangan, administrasi
umum dan kepegawaian

Persentase ketersediaan
administrasi keuangan, umum
dan jasa penunjang perangkat
dearah (%)

5.01.01 - PROGRAM
PENUMJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUFATENKOTA

Dasrah

Tarsusunnya Dokumen
Perencanaan, Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkaf Daerah (Dokumen)

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat

5.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah (Dokumen)

5.01.01.2.01.0001 -
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Tersusunnya Administrasi
Keuangan Perangkat Dasrah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASMN
{Crang/bulan)

5.01.01.2.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji dan Tunjangan ASMN
{Orang/bulan

5.01.01.2.02.0001 -
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Terlaksananya Administrasi
Urmum Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Fasilitasi
Funjungan Tamu (Laporan)

5.01.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Dasrah

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dam Konsultasi

5.01.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

SKPD (Laporan)
Jumilah Paket Bahan Logistik | 5.01.01.2.06 - Administrasi
Kantor yang Disediakan Umum Perangkat Daesrah

{Paket)




NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN |
KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
{01} 02y {04) {05) (06) {07}

Jumlah Paket Komponen
Instalasi ListrikPenerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

5.01.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan (Paket)

5.01.01.2.06.0001 -
Penyediaan Komponen
Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik

5.01.01.2.06.0004 -

Kantor yang Disediakan Penyediaan Bahan Logistik
{Paket) Kantor

Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan)

5.01.01.2.06.0008 - Fasilitzsi
Kunjumgan Tamu

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD (Laporan)

5.01.01.2.06.00009 -
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Terlaksananya Penyedizan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Laporan)

5.01.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan (L aporan)
Jumlah Laporan Penyedisan
Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor yang
Disediakan {Laporan)

5.01.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah

5.01.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Dasrah

Jumlah Laporan Penyedisan
Jasa Surat Memyurat (Laporan

5.01.01.2.08 - Penyediaan
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintshan Dasrah

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Memyurat (Laporan

5.01.01.2.08.0001 -
Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber
Diaya Air dan Listrik yang
Disediakan {(Laporan)

5.01.01.2.08.0002 -
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyedisan
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan {Laporan)

5.01.01.2.08.0003 -
Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyedisan
Jasa Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan (Laporan)

Terlaksananya Pemelinaraan
Barang Milik Daerah
Panunjang Urusan Pemerintah
Daerah

5.01.01.2.08.0004 -
Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Lnit)

5.01.01.2.09 - Pemeliharaan
Barang Milik Dasrah
Penunjang Lrusan
Pemerintahan Daerah




NSPK DAN SASARAN PROGRAM | KEGIATAN /
KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN OUTCOME OuUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
{01) 02) {04 (05) (08) {07}

Jumlah Kendaraan Dinas.
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan

5.01.01.2.08 - Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Lnusan
Femerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas.
Operasional ataw Lapangan
yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Parizinannya (LUnit)

5.01.01.2.09.0002 -
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas

Dperasional atau Lapangan

Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipefihara/Direhabilitzsi {Lnit)

5.01.01.2.09.0000 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
daerah

kinerja perangkat daerah (%)

Persentase Keselarasan 5.01.02 - PROGRAM

Perencaaan Pembangunan PEREMNCAMAAN,

Daerah (%) FENGEMDALIAN DAM
EVALUASI PEMBANGILINAN
DAERAH

Persentase dokumen 5.01.02 - PROGRAM

perencanaan perangkat daeral] PEREMCAMAAN,

berbasis risiko (%) FENGEMDALIAN DAM
EVALUASI PEMBANGILINAN
DAERAH

Persentase ketercapaian 5.01.02 - PROGRAM

PEREMCAMAAN,
PEMGEMDALIAN DAN
EVALUASI PEMBAMNGUNAN
DAERAH

Tersusunnya Dokumen
Pelaporan Perencanaan dan
Pendanaan Pembangunan
Daerah

Jumlah Dokurmen
Parencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten¥ota yang
Ditetapkan

(RPJPD/RPJMD/RKFD)
{Dokumean}

5.01.02.2.01 - Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah Telaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan

Daerah Daerah (Dokumen)

5.01.02.2.01 - Penyusunan
Perencanaan dan Pendanaan

Jumlah Telaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Daerah (Dokumen)

5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi
Penelaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Dokumen
Kebijakan Lainnya

Jumnilah Dokumen
Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten®ota yang
Ditatapkan

(RPJPD/RPJMD/RKFD)

{Dokumen}

5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi
Penyusunan dan Penetapan
Dokumean Perencanaan
Pembangunan Daarah

KabupatenKota




MSPK DAN SASARAN PROGRAM | KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN OUTCOME ouTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(1) 02) (04} (05) (06) (07}

Tersusunnya Dokumen
Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Deerah Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Jumlah Buku Profil
Pembangunan Daerah yang
Diterbitkan (Buku)

5.01.02.2.02 - Analisis Data

dan Informasi Pemerintahan
Daerah Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

Jumlah Buku Profil
Pembangunan Daerah yang
Diterbitkan (Buku)

5.01.02.2.02.00003 -
Penyusunan Profil
Pembangunan Daerah

Kabupaten¥ota

Tarlaksananya Pengendalian,
Ewaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah, serta pengelolaan
risiko yang ditindakdanjuti

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah
(Laporan)

|5.01.02.2.03 - Pengendalian,
Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah
(Laparan)

| 5.01.02.2.03.0003 - Monitoring
Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas
perencanaan pembangunan
bidang pemerintahan dan
pembangunan manusia

Persentase keselarasan REPDY5.01.03 - PROGRAM

dengan Renja PD pada bidang

KOORDINASI DAN

pemeritahan dan SINKROMNISASI
pembangunan manusia (%) PEREMCAMAAN
PEMBANGUMAN DAERAH
Terlaksananya koordinasi Jumlah Dokumen 5.01.03.2.01 - Koordinasi

perencanaan bidang
pemerintahan dan

pembangunan manusia

Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan

Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan

Manusia yang Dikoordinir Pembangunan Manusia
Penyusunannya (RFJPD.

RPJIMD dan RKPD)

Jumlah Dokumen 5.01.02.2.01 - Koordinasi

Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pemerintahan
yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD,

Perencanaan Bidang
Pemerintaham dan
Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan
Manusia {Laporan)

5.01.03.2.01 - Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintaham dan
Pembangunan Manusia

Jumlah Laporan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pemerintahan
{Laporan)

5.01.03.2.01 - Koordinasi
Perencanaan Bidang
Pemerintaham dan
Pembangunan Manusia

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pemerintahan
yang Dikoordinir

Penyusunannya (RFJPD,

5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pemerintahan
(RP.JPD. RPIMD dan RKPD)




NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN OUTCOME OuUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
i01) 02 (04) i0s) (06) {07)

Jumlah Laporan Monitoring
dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Peranghsat
Daerah Bidang Pemerintahan
{Laporan)

5.01.03.2.01.0003 -
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Peranglat

Daerah Bidang Pemerintahan

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan

5.01.03.2.01 0005 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan

Manusia yang Dikoordinir Daerah Bidang Pembangunan
Penyusunannya (RPJPD. Manusia (RPJPD, RPJMD dan
RPJMD dan RKPD) REPD)

Jumilah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Peranghsat
Daerah Bidang Pembangunan

Manusia (Laporan)

Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan
bidang perekonomian dan Sum
ber daya Alam

5.01.03.2.01.0007 -
Pelaksanaan Monitoring dan
Evsaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Peranghat
Daerah Bidang Pembangunan
Manusis

Persentzse keselarasan REPLCE
dengan Renja pada bidang
ekonomi dan SDA (%)

5.01.03 - PROGRAM
KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
PEREMCAMAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Terlaksananya koordinesi
perencanaan bidang ekonomi
dan SD&

Jumlah Diokumen 5.01.03.2.02 - Koordinasi
Perencanaan Pembangunan |Perencanaan Bidang
Daerah Bidang Perekonomian | Perekonomian dan SDA
yang Dikoordinir {Sumber Daya Alam)
Penyusunannya (RPJPD.

Jumiah Diokumen 5.01.03.2.02 - Koordinasi

Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA yang
Dikoordinir Penyusunannys

(RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

Jumilah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Peranghkat
Daerah Bidang Perekonomian

{Laporan)

5.01.03.2.02 - Koordinasi
Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian
yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD.

5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Jumilah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Peranghsat
Daerah Bidang Perekonomian

{Laporan)

5.01.03.2.02.0003 -
Pelaksanaan Monitoring dan
Evsaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Peranghat
Daerah Bidang Perekonomian




NSPK DAN SASARAN PROGRAM ! KEGIATANM /
KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
a1} 92) 03 {04} (05) (05) 07}
Jumilah Dokumen 5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi
Perencanaan Pembangunan | Penyusunan Dokumen
Daerah Bidang SDA yang Perencanaan Pembangunan
Dikoordinir Penyusunannysa Daerah Bidang SDA (RPJPD,
(RPJFD. RPJMD dan RKPD) | RPJMD dan RKPD)
Meningkatnya kualitas Persentsse keselarasan REPLDY 5.01.03 - PROGRAM
perencanzan pembangunan dengan Renja pada bidang KOORDIMASI DAM
bidang infrastruktur dan infrastruktur (%) SINKRONISAS]
kewilayahan PEREMCAMAAM
PEMBAMGUMAN DAERAH
Terlaksananya koordinesi Jumlah Dokurmen 5.01.03.2.03 - Koordinasi
perencanaan bidang Perencanaan Pembangunan | Perencanaan Bidang
infrastruktur dan kewilayahan |Dasrah Bidang Infrastrukiur Infrastruktur dan Kewilsyahan
yang Dikoordinir
| Penyusunannya (RPJPD.
Jumlah Laporan Hasil 5.01.03.2.03 - Koordinasi
Pelaksanaan Maonitoring dan | Perencanaan Bidang
Ewvalussi Penyusunan Infrastruktur dan Kewilsyahan
Diokumen Perencanaan
Pembangunan Peranghsat
Diaerah Bidang Infrastruktur
 {Laporan)
Jumlah Diokumen 5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi
Perencanaan Pembangunan | Penyusunan Dokumen
Diaerah Bidang Infrastruktur Perencanaan Pembangunan
yang Dikoordinir Daerah Bidang Infrastrukiur
Penyusunannya (RPJPD. (RPJPD. RPIMD dan RKFD}
Jumilah Laporan Hasil 5.01.03.2.03.0003 -
Pelaksanaan Monitoring dan | Pelaksanaan Monitoring dan
Ewaluasi Penyusunan Evsluasi Penyusunan
Diokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Peranghsat Pembangunan Peranghkat
Diaerah Bidang Infrastruktur Daerah Bidang Infrastrukiur
{Laporan)
Meningkatnya peran riset dan Kapabilitas Inovasi (Angka)
inovasi dalam pembangunan

daerah

Meningkatnya fasilitasi,
pembinaan, bimbingan teknis,
dan supervisi terkait penelitian.
pengembangan, pangkajian
dan penerapan di daerah

Persentzse rekomendasi
kebijakan pembangunan

5.05.02 - PROGRAM
FEMELITIAN D&M

daerah yang dituangkan dalam| PENGEMBANGAN DAERAH

dokumen perencanaan (%)

Terlaksananya Penslitian dan
pengembangan bidang
penyelenggaraan
pemernintahan dan pengkajian
peraturan

Jumilah Diata Kelitbangan dan
Peraturan yang Terkekola
dengan Baik (Laporan)

5.05.02.2.01 - Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan

Jumilah Diata Kelitbangan dan
Peraturan yang Terkelola

dengan Baik (| aporan)

Terlaksananya Penslitian dan
Pangembangan Bidang Sosial
dan Kependudukan

Jumlah Diokumen Hasil
Penelitian dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat

dan Peraturan

{Diokumen)

5.05.02.2.01.0012 -
Pengedolaan Data Kelitbangan

5.056.02.2.02 - Peneliian dan
Pengembangan Bidang Sosial
dan Kependudukan




NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN TLIUAN CUIECHE OUTRUT —abes SUBKEGIATAN
1) 02 (04} (05) (06) (07}

Jumlah Diokumen Hasil
Penelitian dan Pengembangan
Partisipasi Masyarahat
{Dizkumen)

5.05.02.2.02.0010 - Peneliian
dan Pengembangan Partisipas]
Masyarakat

Meningkatnya fasilitasi,
pembinaan, bimbingan teknis,
dan supervisi terkait riset dan
inowvasi deerah

Pereentase riset yang sesuai
dengan isu strategis (%)

5.05.03 - PROGRAM RISET
DAN INOVASI DAERAH

Pereentass inovasi yang
dimanfaatkan | %)

5.05.03 - PROGRAM RISET
DAN INOVASI DAERAH

Terlaksananya Penelitian,
pengembangan, penghkajian
dan penerapan

Jumlah laporan fasilitasi dan
pembinaan pelaksanaan
penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan
{Laporan)

5.056.03.2.01 - Penelitian,
Pengembangan, Pengkajian,
dan Penerapan

Jumlah laporan fasilitasi dan
pembinaan pelaksanaan
penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan
{Laporan)

5.056.03.2.01.0003 - Fasilitasi
dan pembinaan pelaksanaan
penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan penerapan

Terwujudmya Invensi dan
inovasi dasrah

Jumlah kegiatan koordinasi
pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat berbasis
penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan pensrapan
ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dinasikan cleh
lembaga/pusatiorganisasi
penelitian lainmya di daerah
(Kegiatan)

5.05.03.2.02 - Invensi dan
Inowvasi

Jumilah laporan fasilitasi dan
pembinaan untuk apresiasi

prestasi Inovasi (Laporan)

5.05.03.2.02 - Invensi dan
Incrasi

Jumlah laporan fasilitasi dan
pembinaan untuk peningkatan
perlindungan dan pemanfaatan
kekayzan intelektual (pelatihan
perlindungan Kl, fasilitas
perlindungan K} (Laporan)

5.05.03.2.02 - Invensi dan
Inanasi

Jumlah laporan fasilitasi dan
pembinaan untuk promosi dan

kampanye Inowaei (Leporan)

£.05.03.2.02 - Invensi dan
Inowvasi

Jumlah laporan fasilitasi dan
pembinaan untuk promosi dan
kampanye Inovasi

Jumlah laporan fasilitasi dan
pembinaan untuk peningkatan
perlindungan dan pemanfaatan
kekayaan intelektual (pelatihan
perlindungan Kl, fasilitas

5.06.0:3.2.02.0002 - Fasilitasi
dan pembinaan untuk promosi
dan kampanye Inovasi

5.06.0:3.2.02.0006 - Fasilitasi
dan pembinaan urnbuk
peningkatan perindungan dan
pemanfaatan kekayaan
intelektual

perlindungan Kl (Laporan)




NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
KETERANGAN
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OuUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN
io1) 02 03) {04) (05) (06) {07}

Jumlah kegiatan koordinesi
pelaksanzan peneliian dan
pengabdian kepada
masyarakat berbasis
penelitian, pengembangan,
pengkajian, dan panerapan
ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dihasikan oleh
lembagalpusatiorganisasi
penelitian lainmya di daerah
(Kegiatan)

5.05.0:3.2.02.0000 - Koordinasi
pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat berbasis penelitian|
pengembangan, penghkajian,
dan penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi
yang dihasilkan oleh
lembaga/pusatiorganisasi
penelitian lainnya di daerah

Jumilah laporan fasilitasi dan
pembinaan untuk apresiasi

prestasi Inovasi (| aporan)

5.05.02.2.02.0012 - Fasilitasi

dan pembinaan untuk apresia:
prestasi Inovasi 51

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Iv-21




Tabel 4.3

Rencana Program /kegiatan/subkegiatan dan pendanaan

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN |/ PROGRAM [ BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / O T COMET 1 TaHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERMNGIAT | KeTERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{o1) oz} (03 (04) (05) (06) {07 (08 (o5) i1a) i) (12 (13) (14) (15)
5.01 - PEREMCAMAAN 6.864.412 B38 B915.917.043 7025470711 72268 630.414 7.206.086 631
5.01.01 - PROGRAM PENUMJANG
URLISAN PEMERINTAHAN DAERAH £.113.808 838 B.164.788.520 B6.263.000.589 BAB2 T2 TTS 8.420 655870
KABUPATENKOTA
5.01.5.05.0.00.02.00
p . 00 - Badan
Meningkatnya akunlabilitas kinerja i nlam:llc u:mumthl'l Perencanaan
ksuangan, administrasi umum dan . . gan, 100 100 £.113.808.838 100 B.164.788.520 100 B6.263.000.589 100 BAB2T42TTS 100 8.420 855870 | Pembanguran,
Wepagawaian 'E::' peniLnjang pef Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
5.01.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinesja 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Perangkal Dasrah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja JF“"“'“"' D:‘:;:;pi‘[: m“:’m“’“‘] o i 1.500.000 7 1.500.000 7 1.500.000 7 1.500.000 T 1.500.000
Perangkal Dasrah 2
5.01.01.2.01.0001 - Pemyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
Peranghat Dasrah Perangkat Derah (Dokumen) o 7 1.500.000 7 1.500.000 7 1.500.000 7 1.500.000 7 1.500.000
5.01.01.2.02 - Adminisirasi Keuangan
P ¢ Cataraly 5.310.408 838 5.341.888.520 5.3649.888 520 5.543 240780 5.543 262 877
Tersusunmya Adminisirasi Keuangan Jumlah Orang yang Meneima Gaji
Perangkst Dasah dan Turjangan ASN (Oranghidan) 45 45 5.310.408 838 45 5.341.888.520 45 5.369.888 520 45 5.543 240 780 45 5.543 262 877
5.IZI‘!.E|‘I.2.|32.IZIDCI‘I e —E e 5.310.408 838 5.341.888.520 5.369.888 520 5.543 240780 5.543 262 B77
Tunjangan ASN
. . Jumlah Orang yang Meneima Gaji
Tersediamya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN (Orangibidan) 45 45 5.310.408 838 45 5.341.888.520 45 5.369.888 520 45 5.543 248 780 45 5.543 262 877
5.01.01.2.08 - Administrasi Umum
Perangkst Dasah GE.000.000 £9.500.000 B4.500.000 52 000,000 B2 500,000
Terlaksananya Administrasi Umum Jumlah Laporan Fasiitasi
p i Dasrah Kunjurgan Tamu {Laperan) 2 2 GE.000.000 2 £9.500.000 2 B4.500.000 2 52 000,000 2 B2 500,000
Jumlah Pakst Kempanen Instalasi
ListrikiPenerangan Bangunan 1 1 1 1 1 1
Kanbor yang Disediakan [Pakel)
Jurmnlah Pakst Bahan Logistik 1 1 1 1 1 1
Kanbor yang Disediakan [Pakel)
Jumlah Laporan Peryelenggaraan
Rapal Koordinasi dan Konsultasi 15 15 15 16 15 15
SKPD [Laporan)
5.01.01.2.08.0001 - Peryadizan
b el 4.000.000 £000.000 5.000.000 5.500.000 5.000.000
Listrie/Penerangan Bangunan Kantor
. . Jumlah Paket Komponen Instalasi
Ii':::f";"m" K"’:ﬁ:‘: 'SE“K’; e | ListrikiPEnerangan Bangunan 1 1 4.000.000 1 4.000.000 1 5.000.000 1 5.500.000 1 5,000,000
=g g Kanlor yang Diseciakan [Paket)
IR s e 12.000.000 12.500.000 13,500,000 14.500.000 14.500.000

Logistik Kanbar




BIDANG URUSAN /| PROGRAM /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME | KEGIATAN | “"““ww "1 TaHUN 2026 2027 2028 2029 2030 m‘f_l“ KETERANGAN
SUBKEGIATAM OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGLU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGLU
1) {02 (03) (04) (05) (06) {07) (08) {o8) i1y i1 i12) (13 (14) 15)
Tersedianiya Bahan Logisik Kanbor Jumvilah Pake! Bahian Logistik 1 1 12000000 | 1 12500000 | 1 11500000 | 9 14.500.000 1 14.500.000
Kamior yang Diseckakan [Paket) SR SR i S R
st e 5.000.000 5.000.000 6,000,000 7.000.000 7.000.000
Teclaksananya Fasiftasi Kunjungan Jumlah Lapoean Fasiltasi z z 5.000.000 z 5.000.000 7 8.000.000 7 7.000.000 2 7.000.000
Tamis Kunjungan Tamu {Laparan)
5.01.01.2.06.000% - Penyelenggaraan
Rapatk e Lo L 45.000.000 45,000,000 £4.000.000 £5.000.000 £3.000.000
Jumlah Laporan Peryelenggaraan
Teslahsananya Penyelenggaraan Rapal | o, -y eocrinas dan Konsutasi 15 15 45000000 | 15 asopopon | 15 go.ooooon | 15 gsponooa | 15 E3.000.000
Koardinas dan Konsultasi SKPD
SKPD (Laporan)
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Uinsan Pemeriniahan Dacrah 576.400.000 588,400,000 823512060 831,402 903 E0.BE2 903
Terlaksananya Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Peryediaan Jasa
Penunjang Unisan Pemeriniah Datrah | Surst Mempurat (Laperan) 1 1 576.400.000 1 588,400,000 1 823512060 1 £31.402.903 1 E30.B02 903
Jumlah Laporan Penyedaan Jasa
Pesalalan dan Perlengiapan Karter 12 B B [ [ 8
yang Disediakan {Laporan)
Jumlah Laporan Peryediaan Jasa
Pelayanan Umum Kanlor yang 12 12 12 12 12 12
Disadiaian (Laporan)
Jumlah Laporan Peryediaan Jasa
Koenunikasi, Sumbsr Daya Air dan 12 12 12 12 12 12
Listrik yang Disediakan (Laporan)
A 500.000 500,000 500,000 500.000 500,004
Surat Memyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Sural | Jumlah Laporan Peryediaan Jasa i i 500,000 i 500000 1 S00.000 1 S00.000 i 500,000
Menyural Sural Menyural (Laporan)
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa
Komusikasi, Sumber Daya Airdan Liskik 115.000.000 120.000.000 125,000,000 125.000.000 128,000,000
. . Jumlah Laporan Peryediaan Jasa
E’:ﬂ::“;:n";::ifm""“"' Bumber | enunikas, Sumber Daya Air dan 12 12 115.000.000 12 120.000.000 12 125,000,000 12 125 000000 12 125.000.000
¥ Listrik yang Dissdiakan (Laporan)
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa
Peratatan dan Periengkapsn Karior 30.000.000 30.000.000 35,000,000 35,000,000 35,000,000
. Jumlah Laporan Peryediaan Jasa
;‘;ﬁ'm;ﬁnf:”m“ dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 & 30,000,000 & 30.000.000 £ 35,000,000 £ 35 000,000 & 35,000,000
yang Disediakan (Laporan)
5.01.01.2.08.0004 - Peryedizan Jasa
e 430.900.000 435,000,000 463,012,068 470.002 93 480,300 903
. Jumlah Laporan Peryediaan Jasa
::_I’;d'“‘ ya Jasa Pelayanan Umum Pefayanan Umum Kanlor yang 12 12 430,900,000 12 435,800,000 12 463.012.068 12 470842 983 12 4B0.352 965
Disadiakan (Laporan)
5.01.01.2.08 - Pemeliharaan Barang Mlik]
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan) 150.500.000 165.500.000 184,500,000 184 500.000 174.500.000
Daerah
e P g [P
Milik Dassah Perunjang Urnusan peta | -apaAngan ¥ang 37 27 158,500,000 a7 165,500,000 a7 184,500,000 b1 d 184 500,000 7 174.500.000
P intah D Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya [Unit)
Jumlah Gedung Kanior dan
Bangunan Lainnya yang 2 2 2 2 2 2
Dipelihara/Direhabiltasi (Unit)
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa
P T i T 124.500.000 125,500,000 134,500,000 134.500.000 124.500.000

Pajak dan Perizsinan Kendaraan Dinas
Dperasional atau Lapangan




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN | PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / e I T 2026 2027 2028 2029 2030 P Ay | | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
{o1) oz} (03 (04) (03] {08) {07) (08) (09) i1 1) i12) 13 (14) (15
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Baya | Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak dan Perizsinan Operasional atau Lapangan yang
Tl Digelihata dan dibayarkan Pajak 27 27 124.500.000 w 125.500.000 27 134,500,000 27 134 5000000 27 124 500.000
Lapangan dan Perisnannya (Unil)
5.01.01.2.09.0008 -
Pemelibaraan/Rehabiitasi Gedung 35.000.000 40.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kanior dan Banguran Lainnya
Terlaksananya Jumlah Gedung Kanlor dan
PemeliharaanRehabiitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 2 2 35.000.000 2 40.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000 2 50.000.000
Kanlor dan Bangunan Lainnya DipeliharaDirshabibtasi {Unil)
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN,
PEMGENDALIAN DAN EVALUASI 350.000.000 350245000 355113 408 361.780.538 3E2.042.780
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.5.05.0.00.02.00
00 - Badan
Meningkatrya kuait neaan Pessentase kelercapaian kinerja Perencanasn
Smngratma = [peren == pan - 75 350,000,000 a0 350,245,000 85 355.113.408 a0 361.780.538 95 302 042.790 | Pembangursan,
pembangunan daerah perangkal dasrah (%) -
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
Persentase Keselarasan
Perencaaan Pembangunan Dasrah - 80 e o 98 98
]
Persentase dolumesn persncanaan
perangkal da=rah berbasis risiko - 85 B0 85 70 75
]
B TeaE G AL 305.000.000 305.245.000 310.113.408 314.788.538 315.042.780
dan Pendanaan
Tersusunnya Dokumen Pelaparan Jumlah Tedsahan Dokumen
Perencanaan dan Pendaraan Perencanaan Pembangunan 2 2 305.000.000 2 305245000 2 30113408 2 314785538 2 F15.042.750
Pembangunan Caerah Daerah Das=rah (Dokumen)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan <] 4 4 4 4 4
(RPJPDVRPJMIVRKPD) (Dokumen)
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi
Penelaahan Dokumen Perencanaan
Fembangunan Dasrah dengan Delunen 40.000.000 40.000.000 40.000.000 42 000,000 42 pO0.000
Kebiakan Lainmya
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Jumlah Telaahan Dokumen
Pembangunan Daerah dengan Dokumen | Perencanaan Pembangunan 2 2 40,000,000 2 40.000.000 2 40,000,000 2 42,000,000 2 42.000.000
Kebijakan Lain Ciaerah Dasrah [Dokumen)
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi
P T e 265,000,000 265 245,000 270.113.408 272 780,538 273 042.780
Perencanaan Pembanguran Caerah
Kabupatsn/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dit=lapkannya Dokumen Perencanaan E
Pesbsingionsan D arah Kabupatenkots Kabupaten/Kota yang Ditetapkan -] 4 265000000 4 265 245 D00 4 27013 408 4 272 TR0 538 4 273042 700
[RPJPDVRPJMIVRKPD) (Dokumen)
5.01.022.02 - Analisis Data dan
Infarmasi Pemesintaban Daersh Bidang 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35 000,000
Perencanaan Pembanguran Daerah
Tersusunnya Dokumen Analisis Data dan
Ikl s iy Dhbesra By | 2. Lah Butat Proil Pebangeman & 3 ss000000 | 3 asooopon| 3 35.000.000 3 asponoon | 3 35.000.000

Perencanaan Pembanguran Caerah

Daerah yang Diterbitkan (Buku)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUMN

Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastrukiur

Perencanasan Pembangunan
Perangial Daerah Bidang
Infrastruktur (Laporan)

BIDANG URUSAN /| PROGRAM I BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / NDIKATOR OUTCOME! | TaHUN 2026 2027 2028 2029 2030 P | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
01) ioz) (03 (04) (05) (08) 97 98 (o5) i1a) (1) i1z} 13 (14) 15)
5.01.02.2.02.0003 - Peryusunan Profl
Permiangunan Dasrah Kabupstsn ot 35.000.000 35.000.000 35.000.000 35,000,000 35.000.000
Tersusunnya Dokumen Profl Jumlah Buku Profil Pembangunan
Fesnbangunan Daersh KabupatsMots | Dasrah yang Dierbitkan (Buku) ] 3 35.000.000 3 35.000.000 3 35.000.000 3 35,000,000 3 35.000.000
5.01.02.2.03 - Pengendakan, Evaluasi
dan Pelaporan Bidang Perencanaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12,000,000 12.000.000
Pembangunan Dasrah
::mm . 'dp:"'::::“ Jurnlah Laperan Hasil Evaluasi
e = Kinerja Pemiiangunan Dasrah 2 3 10,000,000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 12.000.000 4 12.000.000
Pembangunan Daerah, s=ria an)
pengelolaan risiko yang dilindaklanjull
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi
dan Penyusunan Laporan Berkals 10.000.000 10.000.000 10.000.000 12,000,000 12.000.000
Pelakzanaan Pembangunan Daerah
Tersusunnya Laporan Hasil Mortoring | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Kinera Pembangunan Das=rah 2 3 100000000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 12.000.000 4 12.000.000
Pembangunan Daerah [Laporan)
5.01.03 - PROGRAM KODRIHNASI DA
SINKROMISAS] PERENCANAAN 400604000 400 B84 423 406.456.718 414098103 414 387 971
PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.5.065.0.00.02.00
00 - Badan
Meningkatnya kualitas perencanaan Persentase keselarasan RKPD Perencanaan
pembangunan bidang infrastruktur dan | dengan Renja pada bidang - B8 133.534 886 o 133628 140 b <] 135.485 572 a5 138032701 98 138.129.324 | Pembanguran,
awiayahan infrastruklur (%) Penelitian dan
Pengembangan
Dserah
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan
Bidinyg Infrasiruihur dan Kewilayahan 133.534 886 133628 140 135.485 572 138032701 138129324
Jumlah Dokumen Perencaraan
_— Pembangunan Dasrah Bidang
.Ti';*’:’:"“ "k""'w“'d'm“k:;.'l"“m“‘ Irdrastruktur yarg Dikeardinir 1 2 133,534 666 2 133628140 2 135,485 572 2 138.032.701 2 138,129,324
ng infrasiru ~o Penyusunannya (RPJPD. RPIMD
dan RKPD) {Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Pelak=anaan
Manitaring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan t t 2 i i 3
Perangial Daerah Bidang
Infrastruktur (Laporan)
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang 121.534 886 121 628,140 122 485 572 123532701 123629324
Infrastrukiur (RPJPD, RPJMD dan
REPD)
. Jumlah Dokumen Perencanaan
;e;kmdn::y;npmm::fdmnnt:n Pembangunan Dasrah Bidang
N el Infrastrukbur yang Dikeordinir 1 2 121.534 886 2 121 628,140 2 122 485 572 2 123532701 2 123 629324
Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD
dan RKPD} Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) {Dokumen)
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan
Moniloring dan Evaluasi Pemyusunan
Dikuman Perancanasn Pambangunsn 12.000.000 12.000.000 13.000.000 14.500,000 14.500.000
Perangkal Dasrah Bidang Infrastrukbur
Jumlah Laporan Hasil Pelak=anaan
Terlaksananya Maoniloring dan Evaluasi | Manitaring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanzan | Penyusunan Dokumen 3 3 12.000.000 3 12.000.000 3 13,000,000 3 14,500,000 3 14,500,000




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM I BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / DI i OME! | TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 P Eraa'| | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o1 oz} (03) (04) (05) {08) {07) (08 (o5) i1q) (1) (12 13) (14) (15)
Meningkatnya kualitas perencanaan o nase & PO : RKPD
paisargunan bitang paerinkshan dan | JNDAR Fengh PO pada bidanyg - 88 133,534 688 | 133,628,143 o 135,485 572 a5 138 032701 o8 138.120.323
: meritahan dan pembangunan
pembangunan marusia pe .
manusia (%)
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan
[Bidang Pemesintaban dan Pembanguran 133.534 668 133.628.143 135.485.572 138032701 138.129.325
Manusia
Jumilah Dokumen Perencaraan
Terlaksananya keordinasi perencanaan | Pembangunan Dasrah Bidang
bidang pemerintahan dan pembangunan | Pemernntahan yang Dikoardinir 1 &8 133.534 688 ] 153 628143 BE 135.485 572 98 138 032701 a7 138129323
manusa Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
dan RKPD) {Dokumen)
Jumilah Laporan Moniloring dan
Evaluasi Pemyusunan Dokumen
Per=ncanaan Pembangunan 3 ] ] ] ] 5
Perangial Daerah Bidang
Pemenntahan [Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Pelak=anaan
Manitaring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen & 7 7 B 8 8
Perencanaan Pembangunan
Perangat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia (Laparan)
Jumlah Dokumnen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Marusia yang
Dikoordinir Pemyusunannya B i ) i) L i
(RPJIPD. RPJMD dan REPD)
(Dokumen)
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencansan
Pembangunan Daerah Bidang 5E.934 888 57.028 143 58.485 572 50.032701 50.120.323
Pemerintaban (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
T Jumlah Dokumen Perencaraan
ersusunnya Dokumen Perencanaan N
X Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Daerah Bidang . o
. . Pemerintahan yang Dikoardinir 1 68 5E.934 888 B& 57.028.143 ] 58.485 572 98 50032701 a7 50.120.323
emerintaban (RPJPD, RPJMD dan
RKPO) Penyusunannya (RPJPD, RPJMD
dan RKPD} {Dofumsn}
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan
Moniloring dan Evaluasi Permyusunan
Dokumen P e gnan B.0DO.000 8.000.000 8.000.000 8.500.000 B.500.000
Perangkal Da=rah Bidang Pemerintahan
. . | Jumlah Laporan Moniloring dan
Sty Monl a1 Bl | et Dk
A Persncanaan Pembangunan 3 5 B.0DO.000 5 8.000.000 5 8.000.000 5 8.500.000 5 B.500.000
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang .
- . Perangial Daerah Bidang
emesintaban
Pemenrahan [Laporan)
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang G0.600.000 E0.600.000 £1.000.000 62 .000.000 £2.000.000
Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD)
dan RKPD)
Jumlah Dokumnen Perencanaan
Teskordinimya Permyusunan Dokumen Pembangunan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah | Pembangunan Mamsia yang 5 1 B.A00.000 | 11 gle00000 | 10 g1.000000 | 18 B2Z000000 | 11 B2.000.000

Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD.
RPJMD dan REPDH

Dioordinir Pemyusunannya
(RPJPD. RPJMD dan REPD)
(Dokumen)




BIDANG URUSAN | PROGRAM /

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME / KEGIATAN / D Oy el | TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 P Ay | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) ioz) (03) (04) (05) (06) o7 (o8 iog) i1 i1} (12 3 (14) (15
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan
Moniloring dan Evaluasi Pempusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan BLO0G. 00D 8.000.000 8.000.000 B.500.000 B.500.000
Perangikal Da=rah Bidang Pembangunan
Manusia
Jumlah Laporan Hasil Pelak=anaan
Terlaksananya Monitoning dan Evaluasi | Monitaring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencansan Penyusunan Dokumen
Fembangunan Paranglkal Daerah Bidang| Parncanaan Fembangunan B 7 B.0DO. 000 7 8.000.000 7 8.000.000 & 8.500.000 8 B.500.000
Pembangunan Manusia Perangeal Daerah Bidang
Pembangunan Marusia (Laparan)
Meningkatrya kualitas perencanaan Persentase keselarasan REKPD
pembangunan bidang perekonomian dan | dengan Renfa pada bidang . BH 133.534 666 o 133 628140 83 135.485.572 a5 138.032. 701 88 138129324
Sum ber daya Alam ekonomi dan S0A (%)
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan
Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber 133.534 6866 133.628.140 135.485 572 138032 701 138.129.324
Draya Alam)
Jumlah Dokumen Parencanaan
. Pembangunan Daesrah Bidang
:Fu"':‘“ﬂ“:‘*“ .":‘““';;: PEIENCANAZ | permkonomian yang Dikoordinit 4 2 133,534 686 2 133 628140 2 135,485 572 2 138032701 2 138,129,324
\ang exancmi can Penyusunannya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) {Dokumen)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daesrah Bidang SDA
yang Dikoordinir Penyusunannya 1 1 1 1 1 1
(RPIPD. RPJMD dan REKPD)
(Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
Manitaring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen 4 & & 8 8 8
Perencanaan Pembangunian
Perangkal Daerah Bidang
Perekonamian (Laparan)
5.01.03.2.02 0001 - Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencansan
Pembangunan Daerah Bidang 91.034 886 21128140 02 485 572 03 532 701 03 B20.34
Perslonamean (RPJPD, RPJIMD dan
REPD)
. Jumlah Dokumen Perencanaan
et ey Dokt | g o S
N g Perekeramian yang Dikeordinir 4 2 91.034 886 2 21128140 2 02 485 572 2 83 532701 2 03 B20.34
Bidang Perstonomian (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) Penyusunanmya (RPJPD. RPJMD
dan RKPD) {Dokumen)
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan
Moniloring dan Evaluasi Pemyusunan
Deikumen Pearancanaan Pambangunan 10500000 10.500.000 10.500.000 11.000.000 11.000.000
Perangikal Da=rah Bidang Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Pelak=anaan
Terlaksananya Monitoning dan Evaluasi | Monitaring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Dokumen
Pesnbsngirsa Paringhat Divstah Bitarg| Parancinisn Permbbgirnsi 4 -] 10.500.000 -] 10.500.000 & 10.500.000 & 11.0:00.000 L] 11.000.000
Perskonamian Perangeal Daerah Bidang
Perekeramian (Laparan}
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi
Pl eI S B %2 000,000 %2 000000 32 500,000 3% 500,000 33 500,000

Pembangunan Daerah Bidang SDW
{RPJPD, RPJMD dan RKPD)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN ! PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / A o OME! | TaHUN 2026 2027 2028 2029 2030 P Eray | | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
01) {0z} (a3) (04) {05) (08) o7 (08) (08) 14 11 (12} 13 (14) 15)
. Jumlah Dokumen Perencanaan
Terkordinimya Permpusunan Dokumen Pembangunan Dasrah Bidang SDA
Perencanaan Pembanguran Caerah . .
Bittang E0A (RPJPD. REJMD dan yang Dikoardinir Penyusunannya 1 1 32000000 1 52.000.000 1 32.500.000 1 33.500.000 1 355000000
(RPJPD. RPJMD dan REPD)
REPD)
(Dakumen)
5.05 - PEMELITIAN DAN
PENCEMBANGAN 260.000.000 260.182.000 283.798.530 268.757.942 288.048 073
5.05.02 - PROGRAM PEMELITIAN DAN .
PENCEMEANGAN DAERAH 53.000.000 £3.037.100 53.774.318 54.785.273 54 B23 823
5.01.5.05.0.00.02.00
Meningkatrya fasilitasi, pembinaan, Persentase reomendasi kebijakan —
bimbingan ieknis, dan supervisi terkail | pembangunan daerah yang
. fian, snbangan, - dibsanghan dalam g - 60 53.000.000 o 53.037.100 BD 53.774 018 a0 54 785273 100 54 B23.823 MMb:E::
dan pererapan di daerah perencansan () Pangantiangan
Daerah
5.05.02.2.01 - Perslitian dan
o e e 1 50,000,000 49,237 100 49474318 40,885,273 50,023 625
Penyelenggaraan Pemesintaban dan
Pengkajan Peraburan
Teslaksananya Penelilian dan Jumlah Cata Kelthangan dan
pengambangan bidang penyslenggaraan | Peraluran yang Terkelola dangan 4 3 S0.000.000 3 49237 100 3 49474 318 3 40045273 3 50,023 823
pemerintaban dan pengkajian peraturan | Baik (Laparan)
i el 50,000,000 48.237.100 49474316 40 845,273 50,023 623
Kelilbangan dan Perafturan
Jumlah Cata Keltbangan dan
Teskeiotanya Data Kelitbangan dan Peraturan yang Tesksiola dengan 4 3 £0.000.000 3 49.237.100 3 49474316 1 40085273 3 50,023,625
Peraturan dengan Baik
Baik (Laparan)
5.05.02.2.02 - Penslitian dan
Pengembangan Bidang Sosial dan 3.000.000 3.B00.000 4.300.000 4 800,000 4 BOD.000
Kependudulan
Teslaksananya Penelilian dan Jumlah Dokumen Hasil Penslitian
Pengembangan Bidang Sosial dan dan Pergembangan Partisipasi 2 1 3.000.000 1 3.B00.000 1 4.300.000 1 4 B00.000 1 4 BO0.000
Kependud ukan Masyaraial {Dokumen)
5.05.02.2.02 0010 - Penslitian dan
o g5iin Partisipiei M p— 3,000,000 3.500.000 4,300,000 4 BO0.00O 4 BOD.000
. Jumilah Dokumen Hasil Penslitian
"F:"'“""'“"“"?” F;'::j':.‘“nd"h': rahe | 220 Pengembangan Partispasi z 1 3.000.000 1 3.500.000 1 4,300,000 i 4.B00.000 1 4 00000
g g .l Masyarakal {Dokumen)
5.05.03 - PROGRAM RISET DAM
INOVAS! DAERAH 207.000.000 207144 800 210024 214 213.972.869 214.122.450
5.01.5.065.0000.02 .00
00 - Badan
Meningkatrya fasilitasi, pembinaan, g . Perencanaan
bimbingan leknis, dan supervisi terkail :’“’“*m]""’g - 80 207.000.000 0 207 144,800 80 210.024.214 o0 213672869 | 100 214.122.450 | Pembanguran,
5 e = manfaatkan (%) =
rised dan inovasi dasrah Penelitan dan
Pengembangan
Daerah
Persentase risel yang sesuai
dengan isu sirateges (%) ) il - - n b
5.05.03.2.01 - Penslitian,
Pengembangan, Pengkajian, dan 111.000.000 113.144 800 113.024 214 118.872.669 118122 450
Peneragan
Tetl raiya Peneltian, Jurnla.h laparan fasilitas dan .
. pembinaan pelaksanaan penslitian,
pengembangan, penghajian dan - 2 111.000.000 2 113.144.500 2 113.024.214 2 118.972.669 2 119.122.450

penerapan

pengembangan, pengeajian, dan
pencrapan (Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM ! BASELIME
OUTCOME / KEGIATAN | INDIKATOR OUTCOME! | raHuN 2026 2027 2028 2029 2030 PERIIAT | kETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o1 0z} 03) (04) (05) (08) {97) 98 (o5) (19 (1) (12 13) (14 15)
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan
pembinaan pelaksanaan penelifan,
P n, penglajian, dan 111.000.000 113,144 800 113.024 214 118.972.669 118.122.450
peEnerapan
Terlaksananya fasiitasi dan pembinsan Ju'::.h I.upm:: La.'nlllam dan it
pelaksanaan penelitian, pengembangan, | PETo o ASSESAMAAN RO, . 2 111.000.000 2 113.144.800 2 113.024.214 2 118,972,669 2 118,122 450
IS A ——— pengembangan, pengkajian, dan
pengiapan. penerapan (Laporan)
5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi S6.000.000 54 000.000 87.000.000 56.000.000 85.000.000
Jumlah kegiatan koordinasi
pelaksanaan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat
berbasis penelitian,
Terwujudnya Invensi dan inovasi dasrah | pengembangan, penglajian, dan - 2 SE.000.000 2 G4 000.000 2 57.000.000 2 55,000,000 2 55.000.000
penerapan ilmu pengetabuan dan
I=knologi yang dihasikan oleh
lembagalpusabiorganisasi parelitian
lainmya di daerah (Kegiatan)
Jumlah laporan fasilitasi dan
pembinsan uniuk apresiasi prestasi - 2 2 2 2 2
Imavasi (Laparan)
Jumlah laporan fasilitasi dan
pembinaan uniuk peningkalan
perindungan dan pemanfaatan ; 1 1 1 1 1
kekayaan intelekiual (pelathan
perindungan K, fasiitas
pedindungan Klj (Laporan)
Jumlah laporan fasilitasi dan
pembinaan uniuk promosi dan . 1 1 1 1 1
kampanye Inovasi (Laparan)
5.05.03.2.02 0002 - Fasilitasi dan
pembinaan unbuk promasi dan Kampanye, 15.000.000 22 000,000 22 000,000 23 000,000 Z3.000.000
Incrvasi
. . Jumilah laporan fasilitasi dan
Tedaksananya fasiitast dan pemdinaan | Lo oo uniuk promasi dan : 1 15000000 | 1 zosooon | 1 zzooooo0 | 1 moonoo0 | 1 23.000.000
untuk promasi dan kampanye Inovasi K
ampanye Inovasi (Laparan)
5.05.03.2.02 0006 - Fasilitasi dan
pembinaan untuk peningkatan
e dan percs 5 5000 000 8.000.000 8.000.000 6.000.000 6000000
et inbetekiual
Jumilah laporan fasilitasi dan
Terlaksananya fasiitasi dan pembinsan pe;rn:aan ur;uk penngl;.al:l
untuk peningkatan perindungan dan peindungsan San pemanaaian . 1 5.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000 1 £.000.000 1 £.000.000
Eaatan ek inbslekival kekayaan intelekiual (pelathan
peman n ayaan in perindungan K, fasiitas
pedindungan Klj (Laporan)
5.05.03.2.02_ 0009 - Koordinasi
pelaksanaan penelitian dan pengabdian
wepada masyarakat berbasis penslitian,
pengembangean. penghajian, dan £.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000

penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang dihasilkan oleh
lembaga’pusalionganisasi penefian
lainrya di daerah




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN | PROGRAM / BASELINE

OUTCOME / KEGIATAN / NDIKATOR OUTCOME! | TaHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PERMICIAT | keTERANGAN

SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) (a2} (03) (04) (05) (08} o7 {i08) (o8} (1l (11} (12} (13} (14) (15)
Terlaksananya keordinasi pelaksanaan ::EL?;E::H:E:_:ESI:
penelilian dan pengabdian kepada pangahdian kepiads masyarskal
masyarakal berbasis penelilian, I prscstliiar
pengemiiangan, penghajian, dan pengembangan, pengkajian, dan . 2 £.000.000 2 11.000.000 3 11.000.000 3 11,000,000 2 11,000,000
penerapan ilmu pengetahuan dan - Fian dan
teknclogi yang diasilkan oleh isknelogi yang dihasikan cleh
Iep'ba.gm'puuh‘nr\ganrusl peneiifan it pusta iorganise persliian
lainrya di daerah lainnya di deerah [Kegiatan)
5.05.00.2.02.0012 - Famiilas dan
pembinaan unbuk apresias prestasi 6B.000.000 55.000.000 58,000,000 55,000,000 55,000,000
Incrvasi
. . Jumlah laporan faslitasi dan

Testaksaranya tasditesl dan penbindan | o000yt spresiesi prastas] 2 E6.000.000 2 £5.000.000 2 58,000,000 2 55 000,000 2 55 000000

untuk apresiss prestasi Inovas

Imavasi (Laparan)

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

IV-30




Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan
Daerah Rancangan Awal Renstra

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN /| SUBKEGIATAN

o1}

02)

(03

o4

05

5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.

E.0.02 - PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALLAN DAN EVALLIAS]
FPEMBEANEUMAMN DAERAH

Meningkainya kuallas perencanaan
pembangunan daerah

501.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan
Fendanaan

5.101.02.2.01.0002 - Koordinasi Penslaahan
Duinrmen Ferencanaan Fembangunan Daerah
Langan Dok men Feliakan Lainnya

5101.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dam

5101.02.2.02 - Analsis DCata dan Informasi
Pemerirfahan Daerah Bidarg Perencanaan
Pembangunan Dasrah

5101.02.2.02.0003 - Penyrsman Profdl
Pemmibargunan Dasrah Kabupatenola

5101.02.2.03 -« Pengendalan, Evaluas! dan
Felaporan Bidang Perencanaan Pembangunan

|aerb

5101.02.2.03.0003 - Monilonng, Evaluas dan
Peryjusunan Laporan Berkala Pelaksanaan

E.0.03 - PROGRAM KDORDMMAE] D
SINEROHISA S PFERENCAMANN
PEMBANGUNAMN DAERAH

Meringkainya kualias perencanaan
pembanguran bidang pemerintahan dan
T TS

5i01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang
Permerintahan dan Pembangunan Mareesia

5101.03.2.01.0001 - Koordnasi Penyusunan
Dolumen Perencanaan narn Daerah
Bidang Pemeriniahan (RPJPD, RPJMO dan
REFD)

5101.03.2.01.0003 - Pelakzanaan MonRoeing dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerntahan

15.101.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan
Dolumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Eidang Pembangunan Manusia (RPJPD,

|

5.101.03.2.01.0007 - Pelaksanaan MonRoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Fembangunan Perangkat Daerah Bidang
EemRarg nan Ml

Meringkainya kualtas perencanaan

pembarguran bidang perelonomian dan Sum
ez darya Alam

5101.03.2.02 - Koordinasl Peremcanaan
Perekonomian dan S0O& (Sumber Daya Alam )

5101.03.2.02.0001 - Koordnasi Penyusunan
Dol Pepenoarsan nan Dzerah
Bidang Perekonomian (AP JFD, RPJMD dan
REFD)

5101.03.2.02.0003 - Pelakzanaan MonRoeing dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidarg
Ferphonomian

5101.03.2.02.0005 - Koordnasi Penyusunan
Dolumen Perencanaan Pembangunan Dasrah
o

Meringkainya kualtas perencanaan

pesmbarguran bidang imfrastrukiur dan
kewilryahan

5101.03.2.03 - Koordnazl Perencanaan Bidang
I dan HKewilayah

501,03.2.03.0001 - Kpordinas Penyusunan
Do PerEnOaniad nar Daserah
Bidang Infrastnuktur {APJPD, RP D dan
BEED

5101.03.2.03.0003 - Pelakzanaan Monkoring dan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah Bidang
Irirastrukiur

E.05.02 - PROGRAM PENELITIAN D&N
PENGEMBAMNGAN DAERAH

Mlemingkatnya txsiitasi, pembinaan, bimbingan
t=knis, dan superds ierka pereditian
pengambangan, pengkalian dan penerapan di
daerah

5105.02.2.01 - Peneltian dan Pengembangan
Bidang Penyslenggaraan Pemernaanan dan
Pergkalan Peratran

5105.02.2.01.0012 - Pengeioban Data
Eaiithangan dan Peraturan

5105.02.2.02 - Peneliian dan Pengembangan
Bidang Sosial dan Hependuduian

5i05.02.2.02.0010 - Penedtian dan
Pengembangan Partisipas| Masyarakat

E.05.03 - PROGRAM RISET DN INDWRE]
DBERAH

Meningkainya tasiitasi, pembinaan, bimbngan
fekniz, dan superas! lerkal riset dan inovesi
dasrah

5.05.03.2.01 - Peneltian, Pengembangan,
Pergkajian, dan Penarapan
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OUTCOME

KEGIATAN ! SUBKEGIATAMN

o1}

o4

5.05.03.2.01.0003 - Fasiliasi dan pembmaan
peelaksanaan peritian, pergembangan
|eengiajian, dan penerapan

5.05.03.2.02 - Invens dan Inowas

5.05.03.2.02.0002 - Fasiltas| dan pambnaan
wrfuk promos dan kamparrye Inovas

5.05.03.2.02.0006 - Fasiltas| dan pembinaan
wriuk peningiatan perindungan dan
peemantaatan kekayaan inbelekieal

5.05.03.2.02.0009 - Kpordinasi pelaksanaan
penektian dan pengabdan kepada masyarakat
berbasis peneitian, pengembangan, penglajian,
dan peneapan i pergetathan dan teknologi
yang dihasilican cich lembaga/pusabioeganisasi

5.05.03.2.02.0012 - Fasilas) dan pembanaan
wriuk apresias prestas) inovasi

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD
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Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

Lﬂ& TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN e N KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
o) 02) 03) {04) (05) (6] {07) (08) [og) (1) (1)
1. 5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan
Perencanaan Pembangunan, Penslitian
dan Pengembangan Dasrah
2. Indeks parencanaan pembangunan Angka 4.5 81,00 52,20 B3.40 84,60 85,80 &7,00
daerah
3. Indeks Inovasi Daarah Milai 7242 73,00 73,50 74,00 74,50 75,00 75,50
4. Kapabilitzs Inovasi Angka 2,55 26 265 27 2,75 28 285
5. Milai Perencanaan Kinarja SAKIP Milai . 21,20 21,30 21,40 21,50 21,60 21,70
6. Milai IKM Perangkat Diaerah Angka . 88,26 BB.28 88,30 88,32 88,34 BB,36
T Milai AKIP Perangkat Daerah Angka . 83,65 8375 B3.85 8305 84,05 B4.15
B Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Milai - 85 a7 ag o1 83 a5
Diaerah
a. Manajemen Risike Indaks (MRI) Indeks 3.002 3,005 am 3,015 3,02 3,025 3.03

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029
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Berdasarkan tabel 4.5. diketahui bahwa BAPPERIDA terdapat 8 (delapan)

Indikator Kinerja Utama yaitu:

a.

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam
pelaksanaan urusan pilihan dan wajib, Perencanaan pembangunan
memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan daerah jangka
panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Guna memastikan
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung sudah
sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Pusat, maka diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi
perencanaan pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Pusat. Keterlibatan seluruh stakeholder dalam proses
perencanaan pembangunan daerah menjadi salah satu upaya untuk
mewujudkan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah
berkualitas serta mampu menyelesaikan permasalahan
Pembangunan.

Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang
telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran
inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya
saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai
bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi
pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kapabilitas Inovasi

Gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar
ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah
mendorong  kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman,
konfrontasi lintas visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh
mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa

baru.
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Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP

Nilai ini berkontribusi pada penilaian kinerja instansi pemerintahah.
Nilai ini dihitung berdasarkan beberapa sub komponen, yaitu
perencanaan strategis, perencanaan tahunan dan lain-lain.

Nilai IKM Perangkat Daerah

IKM merupakan instrumen pengukuran tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.
Penggunaan IKM sebagai indikator utama mencerminkan orientasi
pembangunan yang berfokus pada masyarakat, sesuai dengan prinsip
good governance dan pelayanan publik.

Nilai AKIP Perangkat Daerah

AKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja guna
meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan. Penilaian AKIP menjadi ukuran sejauh mana instansi
pemerintah, termasuk daerah, mampu merencanakan, melaksanakan,
dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara sistematis dan
transparan.

Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Nilai capaian kinerja digunakan wuntuk menilai keberhasilan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah
daerah.

Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di
lingkup K/L/D yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian
pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian
dikelompokkan menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen
utama yaitu: Perencanaan (Kualitas Perencanaan), Kapabilitas (
Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia,
Kemitraan, Proses Manajemen Risiko) dan hasil ( Aktivitas Penanganan

Risiko dan Outcomes).
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Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS SATUAN TAHUN 2024 KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
[at) ioz) (03 [04) (0s) ios) o7 (08 iog) (10) (1) i3

MIHIL

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan tabel 4.6. diketahui sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, bahwa
Bappeda tidak terdapat Indikator Kunci.
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Tabel 4.7

Dukungan Perangkat Daerah Terhadap Program Strategis Nasional

(Pro SN)
PROGRAM PROGRAM KEGIATAN/ ANGGARAN (Rp.) | KET
STRATEGIS PERANGKAT SUB KEGIATAN | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
NASIONAL DAERAH
NIHIL

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan tahun berjalan, terlihat
bahwa dukungan BAPPERIDA terhadap pelaksanaan Program Strategis
Nasional (Pro SN) masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan tidak
masuknya Pro SN dalam dokumen RKPD, serta belum terintegrasinya
indikator kinerja Pro SN dalam perencanaan daerah. Oleh karena itu,
diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan keterpaduan

antara kebijakan nasional dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Tabel 4.8
Program Delegasi Provinsi ke Kabupaten Temanggung

PROGRAM KEGIATAN/SUB
NO DELEGASI OUTCOME KEGIATAN KEGIATAN KET.
NIHIL

Sumber : SIPD Renstra PD Periode RPJMD 2025-2029

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan program tahun
berjalan, diketahui bahwa tidak terdapat program delegasi dari Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Hal ini
menunjukkan belum optimalnya koordinasi lintas level pemerintahan
dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena
itu, perlu dilakukan langkah strategis melalui peningkatan komunikasi,
sinkronisasi perencanaan, serta pengusulan kegiatan potensial yang dapat

didelegasikan kepada kabupaten.
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BAB V
PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan
BAPPERIDA untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka
peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan BAPPERIDA untuk
mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati
Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten
Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja dan RKA BAPPERIDA serta digunakan sebagai bahan penyusunan
rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA
BAPPERIDA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target
kinerja penyelenggaraan bidang/urusan BAPPERIDA dan atau target
kinerja sasaran BAPPERIDA.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
Renstra BAPPERIDA yang dijabarkan dalam Renja dan RKA BAPPERIDA
harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut
disusun Laporan Kinerja (LKjIP) BAPPERIDA. Laporan Kinerja (LKjIP) itu
akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan
(improving) pencapaian kinerja BAPPERIDA dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan
program /kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun
2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah,
stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten
Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten
Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rentra
BAPPERIDA ini.

)
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TUJUAN: TUJUAN: Indeks Perencanaan
Mewujudkan masyarakat|Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah
Temanggung yang Perencanaan
sejahtera, partisipatif, Pembangunan, Riset dan
setara, berkelanjutan, Inovasi Daerah
berwawasan lingkungan,
mudah mengakses
layanan publik dan
adanya rasa aman
SASARAN:
Terwujudnya
peningkatan kualitas
infrastruktur wilayah
dan konektivitas antar
wilayah yang merata
guna mendukung
aktivitas ekonomi dan
layanan publik
Indeks Inovasi Daerah
SASARAN 1: Nilai Perencanaan Kinerja |Evaluasi Kinerja Risiko Kebijakan Tujuan startegis tidak dapat RKBJ.RSO.25 16 1. SDM penyusun kurang| 1. Kinerja tidak dapat Perbaikan indikator agar SMART pada Kepala Bappeda
Meningkatnya Kualitas SAKIP Perencanaan diukur secara SMART .36.28.01 paham tentang SMART diukur dokumen perencanaan ( RPJMD 2025-
Perencanaan, 2. Penyusunan tidak 2. Evaluasi tidak tepat 2029, Renstra PD 2025-2029, Renja PD
Pengendalian dan berbasis data 3. Nilai SAKIP rendah ‘Tahun 2026)
Evaluasi Pembangunan 3. Belum ada pohon
Daerah kinerja beserta CSF
2025-2029
Risiko Fraud/Kecurangan |Manipulasi data capaian Kinerja|RF.RS0.25.3 3 Menutupi kinerja PD 1. Nilai SAKIP PD naik 1. Meningkatkaan kordinasi dengan Kepala Bappeda
6.28.03 'yang belum tercapai 2. Masyarakat belum kepala PD
merasakan dampaknya 2. Mengoptimalkan pelaksanaan desk
pembangunan IKU PD
3. Peningkatan pembinaan intern pada
verifikator 2025-2029
Penguatan Kapasitas Risiko Fraud/Kecurangan |Narasumber yang tidak RF.RS0.25.3 1 1. Proses pemilihan 1. Peserta tidak Melakukan evaluasi pasca pelatihan
SDM kompeten 6.28.11 narasumber tidak mendapatkan
obyektif peningkatan kompetensi
2. Kurangnya yang dibutuhkan
pemahaman 2. Kesalahan dalam
penyelenggara terhadap |penyusunan dokumen
substansi materi perencanaan, kinerja dan
3. Anggaran terbatas evaluasi
3. Pemborosan anggaran
2025-2029
Penyusunan Perencanaan |Risiko Fraud/Kecurangan |Pelaporan kinerja yang tidak RF.RSO.25.3 3 1.Tidak ada verifikasi Dokumen pelaporan 1.Meningkatkan pemahaman OPD
Kinerja yang Berkualitas sesuai realisasi 6.28.18 data kinerja tidak akurat bahwa pelaporan kinerja
2. Tim penilai laporan 2. Mengembangkan aplikasi PENA KITA
kinerja (SAKIP PD) hanya
dilaksanakan oleh
inspektorat saja
3. Pelaporan kinerja
dianggap hanya
formalitas 2025-2029
Koordinasi dan Intergrasi |Risiko Kebijakan Tidak ada pedoman/ RKBJ.RSO.25 16 1. Belum tersusunnya 1. Rencana Kerja antar PD [Melaksanakan rapat koordinasi antar
Lintas PD mekanisme koordinasi lintas PD|.36.28.22 SOP koordinasi lintas PD |tidak terintegrasi PD

2. Belum optimalnya
peran koordinator
perencanaan

2. Terjadi tumpang tindih
program

3. Kualitas perencanaan
rendah




Risiko Kepatuhan Belum optimalnya PD terhadap |RKPT.RSO.25 16 1. Kurang pemahaman 1. Ketidaksesuain Melaksanakan verifikasi dokumen
koordinasi perencanaan .36.28.23 pentingnya koordinasi dokumen perencanaan perencanaan dan evaluasi
2. Tidak ada mekanisme |dengan regulasi
koordinasi yang jelas 2. Penilaian SAKIP dan RB
rendah
3. Target kinerja daerah
tidak tercapai
Risiko Fraud/Kecurangan |[Minimnya transparansi antar RF.RS0O.25.3 16 1. Lemahnya 1. Tmpang tindih program |Melaksanakan desk capaian program
PD 6.28.24 pengendalian perencana |2. Kegiatan fiktif tetap kegiatan
2. Tidak ada keterbukaan |terbiayai
antar PD 3. Manipulasi capaian
3. Kurangnya kinerja
transparansi partisipasi
publik dalam
perencanaan
Risiko Pemangku Belum optimalnya kemitraan RPK.RSO.25. 16 1. Ketidakjelasan peran |1. Program kerjasama Menjajaki peluang kerjasama dengan
Kepentingan antara PD dengan pihak 36.28.25 dan tanggungjawab tidak berjalan secara non-pemerintahan
external dalam kerjasama efektif
2. Musrenbang,forum PD |2. Hilangnya peluang
tidak dioptimalkan dukungan dari pihak
external
Risiko Operasional Terganggunya proses RO.RS0.25.3 16 1. Ketidak hadiran PD 1. Keterlambatan Melaksanakan verifikasi dokumen
perencanaan 6.28.26 dalam forum penyusunan dokumen perencanaan PD
perencanaan perencanaan
2. Rendahnya SDM 2. Ketidak sesuai program
perencana di masing- 3. Banyanya revisi
masing PD dokumen dari hasil reviu
3. Data yang dibutuhkan
tidak tersedia tepat
waktu
Risiko Bencana Lambatnya koordinasi dalam RB.RS0.25.3 16 1.Kurangnya Melaksanakan desk program kegiatan di
perencanaan 6.28.27 singkronisasi antar PD 1. Keterlambatan Renja PD
2. Informasi yang tidak penyusunan dokumen
akurat perencanaan
2. Program tidak sinkron
3. Penyusunan
program/kegiatan tidak
tepat sasaran
4. Ketidakharmonisan
antar PD
Monitoring dan Evaluasi |Risiko Kebijakan Monitoring dan evaluasi tidak |RKBJ.RSO.25 16 1. Tidak ada jadwal 1. Data tidak akurat 1. Mengoptimalkan penyggunaan
Berkala dilaksanakan secara konsisten |.36.28.28 monev yang tepat 2. Prmasalahan tidak teknologi
2. Krangnya SDM monev |teridentifikasi 2. Meningkatkan kapasitas dan
menambah SDM monev 2025-2029
Risiko Fraud/Kecurangan |Laporan monev fiktif RF.RSO.25.3 1 1. Pengawasan monev 1. Data tidak akuratx 1. Menggunakan sistem digital
6.28.31 yang tidak optimal 2. Kebijakan yang salah  |dashboard untuk memantau hasil
2,. Lemahnya sistem sasaran monev secara real-time
pelaporan 3. Potensi 2. Membuat SOP format pelaporan (foto,
3. Monev hanya laporan |penyalahgunaan anggaran |dokumen, laporan)
fiktif 3. Memberlakukan sanksi administratif
untuk laporan yang terbukti fiktif
2025-2029
Pelaporan dan Risiko Fraud/Kecurangan |[Menyusun laporan kinerja PD |RF.RS0.25.3 7 1. Keterbatasan data 1. Laporan kinerja (LKJiP) |1. Melakukan verifikasi silamg antar PD
Dokumentasi Kinerja (LKJiP) berdasarkan asumsi, 6.28.37 2. Kurang pemahaman tidak akurat Penyusun, Bappeda, Inspektorat

bukan data

pentingnya data

3. Belum terbentuk tim
(PD terkait) verifikasi
laporan kinerja

4. Laporan kinerja masih
manual

2. Laporan tidak dapat
dopertamggungjawankan
3. Tidak terjadi perbaikan
kinerja berkelanjutan

2. menetapkan mekanisme review
internal

2025-2026




Risiko Operasional Terjadi keterlambatan dalam RO.RSO.25.3 16 1. Keterlambatan dari Laporan tidak 1. Memberikan sanksi administratif jika
penyelesaian laporan 6.28.39 peyusun disampaiakan teat waktu |melewati batas waktu
2. Kominikasi lemah 2. Menetapkan timeline dan deadline
3. Rendahnya SDM penyusunan laporan sejak awal tahun
penyusun (termasuk dengan SK Penyusunannya)
3. Melaksanakan pelatihan teknis
penyusna laporan berbasi evidance dan
kinerja
2025-2026
Nilai Capaian Kinerja Perencanaan Kinerja Risiko Fraud Penyusunan RKPD berdasarkan |RF.RSO.25.3 1 1. Lemahnya sistem 1. Program dan kegiatan |1. Menetapkan kewajiban pelibatan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah intervensi pihak luar 6.28.43 pengendalian internal tidak tepat sasaran stakeholder
2. Tidak ada sistem 2. Anggaran tidak efisisen | 2. Menggunakan platform digital
validasi dan verifikasi 3. Menurunnya sebagai opsi dalam pelibatan
data kepercayaan publik masyarakat
3. Kepentingan politik
2025-2026
Risiko Operasional Ketidaksesuaian antara RO.RS0.25.3 16 1. Belum optimalnya 1. Capaian kinerja tidak [1. Menyusun SOP Monitoring & reviu
perencanaan dengan 6.28.45 monitoring dan reviu sesaui target internal secara periodik
pelaksanaan inetrnal 2. Evaluasi pembangunan | 2. Membuat SOP Pengelolaan data
2. Tidak ada updating menjadi bias pembangunan
data yang berkelanjutan
2025-2026
Penjabaran Rencana kerja |Risiko Kebijakan Tidak konsistennya kebijakan |RKBJ.RSO.25 16 1. Kurangnya koordinasi |capaian kinerja tidak 1. Menentukan PIC di setiap tim
dalam dokumen lintas dokumen perencanaan .36.28.47 antar tim dan penyusun |sesuai target strategis 2. Membuat checklist kesesuaian antar
perencanaan dok perencanaan dokumen
2. Tidak ada kontrol dari
tim terkait keselarasan
dokumen perencanaan
2025-2026
Risiko Fraud Manipulasi alokasi anggaran RF.RSO.25.3 1 1. Kepentingan pribadi 1. Program satau kegiatan |Melaksanakan desk/reviu dalam proses
dalam RKA 6.28.49 atau kelompok tidak sesuai kebutuhan penyusunan RKA
2. Lemahnya pengawasan|masyarakat
internal 2. Penggunaan anggaran
tidak efisien
3. Ada potensi korupsi
2025-2029
Risiko Fraud Penggelembungan harga dalam |RF.RSO.25.3 1 1. Lemahnya pengawasan|Kerugian keuangan 1. Rotasi pejabat pengadaan secara
pelaksanaan kegiatan 6.28.55 pengadaan daerah berkala untuk mengurangi konflik
2. Kolusi antara pelakana kepentingan.
dan rekanan
Pelaksanaan program
pembangunan 2025-2029
Pengukuran IKU Risiko Fraud rekayasa indikator pengukuran |RF.RSO.25.3 1 intervensi pihak tertentu |1. IKU tidak sesuai kerja
IKU 6.28.61 nyata
2. Pengambilan kebijakan
tidak tepat
Evaluasi dan Analisis Risiko Fraud Manipulasi hasil evaluasi RF.RS0.25.3 1 Tidak transparan dalam |1. risiko temuan Memperkuat sistem pelaporan berbasis
capaian IKU 6.28.67 metodologi evaluasi. Inspektorat/BPK digital
2. penurunan
akuntabilitas. 2025-2029




Manajemen Risiko Indeks |Penyusunan laporan Risiko Kebijakan Dokumen RTP Strategis tidak RKBJ.RSO.25 3 - Dokumen RTP tidak falid |- Meningkatkan kapasitas SDM melalui
mengacu pada pedoman BPKP |.36.28.71 - Pengelolaan risiko pelatihan penyusunan RTP
dan perbup no 7 tahun 2022 menjadi tidak efektif - Penyusunan RTP dengan mengacu
tentang pedoman pengelolaan - Terdapat riviu dari pedoman dari BPKP dan Perbub no 7
risiko di lingkungan pemerintah inspektorat tahun 2022
kabupaten temanggung - Meningkatkan risiko - Proses penyusunan RTP berdasarkan
strategis tahapan-tahapan pada kertas kerja
- Penyusunan dokumen laporan
- Kurangnya pemahaman tahunan
pada pedoman BPKP dan - Memperbaharui pedoman penyusunan
perbup no 7 tahun 2022 RTP
tentang pedoman
pengelolaan risiko di
lingkungan pemerintah
kabupaten temanggung
di tingkat perangkat
daerah
- Sosialisasi perbup no 7
tahun 2022 tentang
pedoman pengelolaan
risiko di lingkungan
pemerintah kabupaten
temanggung di perangkat
daerah belum maksimal
- Standar format belum
sesuai dengan ketentuan
- Dokumen disusun
hanya formalitas 2025-2029
Manajemen Risiko Indeks Risiko Fraud Dokumen tidak melaporkan RF.RSO.25.3 10 1. Kurang pemahaman 1. Kegagalan pelaksanaan |1. Revisi kebijakan
risiko strategi 6.28.74 penyusun kegiatan/pembangunan  |2. Pelatihan
2. Takut akan berkaitan |2. Hilangnya kepercayaan |3. Deteksi risiko strategis sejak dini
dengan hukum pemangku kepentingan
3. Budaya organisasi 3. Kerugian keuangan
yang tidak transparan
4. Minimnya pelatihan
5. Perbup yang belum
diperbaharui
2025-2029
Risiko Operasional Kurangnya pemahan SDM |RO.RS0.25.3 16 - Dokumen RTP tidak - Melaksankan monitoring dan evaluasi
unit pemilik risiko sehingga |6.28.76 sesuai dengan kondisi secara berkala
dokumen RTP strategis tidak _ Pelaksanaan sosialisasi ["Y2t2
dikelola serius RTP yang belum optimal | Kurangnya kepercayaan
- Budaya sadar resiko masyar: akat terhadap
yang belum kuat pemerintah daerah pada
- Belum maksimalnya dokumen RTP
y
asistensi pendampinyan
dalam penyusunan RTP
- Keterlibatan pimpinan
unit Kerja atas
pelaksanaan pengelolaan
risiko 2025-2029
Pemantauan risiko Risiko Fraud menyembunyikan data yang RF.RSO.25.3 14 1. kurangnya integritas |1. risiko aktual tidak 1. peningkatan sistem kontrol internal
berpotensi risiko tinggi 6.28.80 SDM terungkap sehingga dan transparansi dalam pemantauan
2. adanya tekanan untuk |menimbulkan kerugian risiko
menyembunyikan data  |yang besar 2. peningkatan pengawasan dari
agar unit kerja terlihat 2. potensi konsekuensi pimpinan
baik hukum yang merusak
reputasi unit kerja 2025-2029
SASARAN 2: Kapabilitas Inovasi Pemanfaatan riset dan Risiko Kebijakan Kebijakan pembangunan daerah|RKBJ.RSO.25 17 anggaran pemanfaatan |pembangunan daerah 1. Alokasi anggaran tetap dalam APBD
Meningkatnya Peran Riset inovasi pembangunan yang belum memanfaatkan riset|.36.28.84 riset dan inovasi belum |tidak sesuai bukti nyata |2. Diversifikasi sumber pembiayaan

dan Inovasi Dalam
Pembangunan Daerah

daerah

dan inovasi

menjadi prioritas

di lapangan

(CSR, kerja sama dengan lembaga
litbang pusat dan daerah lain)




Risiko Fraud Perhitungan nilai kapabilitas RF.RS0.25.3 13 - Belum ada transparansi |- Kelemahan indikator- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama
inovasi dilakukan dengan 6.28.86 data sekunder yang indikator yang dengan BRIDA Prov Jateng dan BRIN
menggunakan data sekunder digunakan BRIN dalam |mendukung capaian nilai
yang bersumber dari melakukan perhitungan |kapabilitas inovasi daerah
Kementerian Lembaga tanpa tidak dapat diidentifikasi
ada konfirmasi kepada secara maksimal
Pemerintah Daerah

Kompetensi SDM Risiko Fraud Manipulasi penilaian dalam RF.RS0.25.3 17 1. Tidak adanya sistem 1. Terpilihnya inovasi 1. Menerapkan sistim penilaian yang
Pelayanan seleksi administrasi krenova 6.28.98 penilaian yang yang tidak layak transparansi dan terdokumentasi
transparan dan 2. Tersingkirnya inovasi melalui media sosial
terdokumentasi [yang lebih baik 2. Membentuk tim verifikasi dan penilai
2. Belum ada tim 3. Penurunan independen
verifikasi seleksi dari luarfkepercayaan publik 3. Mengoptimalkan sistim pengaduan
3. Penilai mempunyai terhadap kegiatan krenova|melalui aplikasi lintang asmara
relasi dengan peserta 4. Citra negatif terhadap |4. Membuat Pakta integritas yang
4. Ada tekanan dari penyelenggara ditandatangani oleh tim penilai
pihak luar
5. Mekanisme pengaduan
lyang belum optimal
Risiko Operasional SDM pelayanan yang lambat RO.RS0.25.3 16 1. SDM tidak memahami |1. Pemohon kecewa 1. Sosialisasi SP secara berkala
atau terhambat 6.28.100 SOP atau alur pelayanan |2. Aduan masyarakat 2. Pendampingan (coaching ) bagi
2. Tidak terlatih meningkat pegawai yang kesulitan dengan sistem
menggunakan sistem online
online
3. Kurang paham atas
batas waktu pelayanan
Penyediaan sarpras Risiko Kepatuhan Tidak ada pelaporan dan RKPT.RSO.25 16 Belum ada SOP Sarpras rusak dan 1. Menyusun SOP monev sarpras
pelayanan evaluasi penggunaan sarpras .36.28.103 monitoring penggunaan |disalahgunakan 2. Membuat sistem pencatatan
secara berkala sarpras pelaporan

Risiko Fraud Mark up pengadaan sarpras RF.RS0.25.3 17 1. Kurangnya 1. Kerugian keuangan 1. Meningkatkan pemahaman dan
yang dilakukan oleh pegawai 6.28.104 pengawasan dan daerah kompetensi SDM
Bappeda pengendalian intern 2. Menurunkan 2. Memperkuat pengawasan dan

2. Ketidakpahaman kredibilitas dan integrtitas |pengendalian intern
proses administrasi Bappeda 3. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi
e-purchasing/e-katalog
Nilai AKIP Perangkat Perencanaan kinerja yang |Risiko Fraud Penggunaan anggaran tidak RF.RS0.25.3 Beberapa kegiatan tidak |1. Tujuan program tidak
Daerah baik sesuai dengan peruntukan 6.28.110 ada anggaran tepat sasaran
2. Turunnya kepercayaan
PD lain dan masyarakat
Pengukuran Kinerja Risiko Kepatuhan Pengukuran kinerja secara RKPT.RSO.25 16 1. Beranggapan yang 1. Data tidak lengkap 1. Menetapkan SOP pengukuran kinerja
periodik belum optimal .36.28.116 melaksanakan desk 2. Penyusunan laporan 2. Peningkatan kapasitas SDM
adalah rekan kerja LKJiP terganggu 3. Penguatan peran evaluator/verifikasi
2. Keterbatasan SDM dan]3. Penilaian kinerja 3. Memanfaatkan sistem informasi
‘Waktu Bappeda tidak menjadi kinerja (Pena Kita)
optimal

Risiko Fraud Penggunaan data yang tidak RF.RS0.25.3 3 Sistem validasi yang Penurunan kepercayaan [1. Pengatan sistem validasi data
tervalidasi sebagai dasar 6.28.117 belum optimal 2. Meeningkatkan kapasitas SDM
pelaporan kinerja 3. Penguatan koordinasi intern

Koordinasi Risiko Fraud Penyimpangan penggunaan RF.RS0O.25.3 3 1.kegiatan tidak tepat
anggaran koordinasi 6.28.123 1.Kegiatan lain yang sasaran
tidak teranggarkan 2. Merusak reputasi
2. Tidak ada transparansi|Bappeda
laporan keuangan

Risiko Operasional Pergantian personil PIC (staf RO.RS0.25.3 16 1. Adanya mutasi Proses koordinasi harus 1. Menyusun dan menerapkan SOP

yang diberitangggungjawab) 6.28.125 pegawai diulang serah terima jabatan

koordinasai tanpa ada serah
terima yang memadai

2. Tidak ada SOP serah
terima

2. Membuat BA serat Terima pekerjaan
3. Menugaskan 2 personil untuk
berkoordinasi




Pelaporan Kinerja Risiko Kepatuhan Tidak ada dokumentasi proses |RKPT.RSO.25 16 Tidak dilakukannya 1. Potensi temuan 1. Menerapkan SOP penyusunan
penyusunan dokumen .36.28.128 administrasi yang kesalahan administrasi dokumen perencanaan
perencanaan lengkap dalam proses 2. Sulit membuktikan 2. Mewajibkan dokumentasi setiap
penyusunan dokumen keterlibatan stakeholder [proses penyusunan dokumen
perencanaan perencanaan
3. Membangun sistem arsip
digital/manual
Risiko Fraud manipulasi data LKjIP kinerja RF.RS0.25.3 1 konflik kepentingan pengambilan kebijakan 1. Meningkatkan integritas di
agar terlihat baik 6.28.129 'untuk mendapatkan nilai Jtidak sesuai kondisi nyata Jlingkungan Bappeda
SAKIP tinggi 2. Meningkatkan peran pengendalian
intern
Monitoring dan Evaluasi |Risiko Kebijakan Belum optimalnya kebijakan RKBJ.RSO.25 16 1. SOP Monev belum 1. Keterbatasan waktu 1. Menyempurnakan dan
Kinerja internal yang mengatur .36.28.133 diimplementasikan 2. Pelaksanaan monev mengimplementasi SOP Monev secara
mekanisme monev 2. Kebijakan Tim Monev |yang tidak konsisten efektif
yang belum optimal 2. Digitalisasi proses monev (geogle
form)
Risiko Fraud Perubahan mekanisme RF.RS0.25.3 3 adanya perintah untuk masalah tidak teratasi 1. Memperkuat SOP Monev (hasil monev
monitoring dan evaluasi 6.28.135 menutupi masalah saat disertai dokumentasi)
menjadi tidak terlalu mendalam monitoring dan evaluasi 2. Melaksanakan monitoring hasil
Tindak Lanjutnya
Risiko Operasional Minimnya tindaklanjut hasil RO.RS0.25.3 17 Kinerja Stagnan 1. Mengintegrasikan pemantauan
monev 6.28.137 1. Mekanisme Rencana Tindak Lanjut melalui rapat

pemantauan belum
optimal

2. Keterbatasan SDM dan|
waktu

koordinasi intern

2. Digitalisasi proses pemantauan
(geogle spretshet)

3. Optimalisasi SDM intern




